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ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP TERPIDANA KASUS 
NARKOTIKA DALAM KUHP NASIONAL 
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NAYLLA SHABILLA CALLISTHA HUSIN 
 
 

KUHP Nasional membawa pembaruan dalam sumber hukum pidana, terutama dengan 
mengubah pengaturan tentang pidana mati yang mengancam kejahatan penggunaan 
dan peredaran narkotika serta psikotropika. Berdasarkan Pasal 67 KUHP Nasional, 
hukuman mati kini menjadi pidana alternatif, bukan lagi pidana pokok seperti yang 
tercantum dalam KUHP WvS yang juga dipengaruhi oleh negara-negara yang tetap 
menerapkan pidana mati diantaranya Cina, Iran, Arab Saudi, Thailand, Indonesia, 
Singapura, Malaysia. Salah satu contoh kasus peredaran narkotika yang diputus Pidana 
Mati terdapat dalam Putusan No.231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, bahwa terdakwa terbukti 
secara sah melanggar Pasal114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah 
kebijakan pidana mati terhadap terpidana kasus narkotika berdasarkan KUHP Nasional 
dan juga bagaimanakah analisis yuridis terhadap tindak pidana mati bagi terpidana 
kasus narkotika dalam perspektif KUHP Nasional. 

 
Pendekatan masalah pada penelitian dan penulisan ini menggunakan pendekatan 
empiris normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pratama 
Madya pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Tinggi Lampung serta, Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas 
Lampung. Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara seleksi data, 
klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis data penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif. 

 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa KUHP Nasional belum 
mengubah putusan hukuman mati, karena belum diberlakukan. Contohnya, pada 
Putusan No.231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, terdakwa tetap divonis mati. Meskipun demiki-
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-an, eksekusi hukuman mati masih bisa berubah melalui upaya hukum oleh terdakwa. 
Perubahan pidana mati menjadi pidana alternatif juga dianggap tidak signifikan, sebab 
secara pasti hukuman ini selalu menjadi upaya terakhir. Selain itu, KUHP Nasional 
mencabut Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Narkotika dan menggantinya dengan 
Pasal 609 hingga 612 KUHP Nasional, dengan perubahan utama pada jumlah denda. 
Namun, langkah ini dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan asas lex specialis 
derogat legi generalis, yang seharusnya mengutamakan undang-undang khusus. 

 
Saran dalam penelitian ini adalah bahwa perubahan dalam pengkategorian pidana mati 
serta dicabutnya Pasal Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika diharapkan tidak diberlakukan dengan memperhatikan bentuk asas 
lex specialis derogat legi generalis yang dapat menghilangkan bentuk dan juga 
pandangan para pelaku akan ancaman pidana pada bentuk kejahatan penyalahgunaan 
dan pengedaran narkotika yang seharusnya berat mengingat dampak yang ditimbulkan. 
Serta berubahnya putusan No.231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dalam menjatuhi terdakwa 
dengan pidana mati menjadi bentuk penjara seumur hidup atas putusan kasasi dengan 
perbaikan, bukanlah langkah yang tepat mengingat berat dan juga bentuk narkotika yang 
diantarkan dalam tindak pidana. 

 
Kata Kunci: Pidana Mati, Narkotika, KUHP Nasional 
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ANALYSIS OF THE DEATH PENALTY POLICY FOR CONVICTED 
NARCOTICS CASES IN THE NATIONAL CRIMINAL CODE 

By: 
 

NAYLLA SHABILLA CALLISTHA HUSIN 
 
 
The National Criminal Code introduces reforms in the sources of criminal law, 
particularly by amending the provisions on the death penalty, which threaten crimes 
involving the use and distribution of narcotics and psychotropic substances. Based on 
Article 67 of the National Criminal Code, the death penalty is now an alternative 
punishment, no longer the principal punishment as stipulated in the WvS Criminal 
Code, which is also influenced by countries that still implement the death penalty, 
including China, Iran, Saudi Arabia, Thailand, Indonesia, Singapore, and Malaysia. 
One example of a narcotics trafficking case that resulted in the death penalty is found 
in Decision No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, which found the defendant legally proven 
to have violated Article 114 Paragraph (2) in conjunction with Article 114 Paragraph 
(2). Article 132 Paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The research question is: 
What is the policy on the death penalty for drug convicts based on the National 
Criminal Code and what is the legal analysis of the death penalty for drug convicts 
from the perspective of the National Criminal Code. 

 
The approach to the problem in this research and writing uses a normative empirical 
approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal 
materials. The sources in this research are the Pratama Madya Judge at the Tanjung 
Karang District Court, the Public Prosecutor at the Lampung High Prosecutor's 
Office, and a lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, 
University of Lampung. The data obtained were processed through data selection, 
data classification, and data compilation. The research data analysis used a 
qualitative approach.The research results and
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discussion indicate that the National Criminal Code has not changed the death penalty 
decision because it has not yet been implemented. For  example, in Decision No. 
231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, the defendant remains sentenced to death. Despite this the 
death penalty can still be amended through legal action by the defendant. Changing the 
death penalty to an alternative punishment is also considered insignificant, as this 
punishment is always a last resort. Furthermore, the National Criminal Code repealed 
Articles 111 to 126 of the Narcotics Law and replaced them with Articles 609 to 612 of 
the National Criminal Code, with the main change being the fines. However, this step 
is considered inappropriate because it contradicts the principle of lex specialis derogat 
legi generalis, which should prioritize specific laws. 

 
The recommendation in this study is that the changes in the categorization of the death 
penalty and the revocation of the Criminal Acts Article in Law Number 35 of 2009 
concerning Narcotics should not be implemented, taking into account the principle of lex 
specialis derogat legi generalis, which could diminish the form and perception of 
perpetrators regarding the criminal threat of narcotics abuse and distribution, which 
should be severe given the resulting impact. Furthermore, the change in decision No. 
231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, which sentenced the defendant to life imprisonment following 
a revised cassation ruling, was inappropriate, considering the severity and nature of the 
narcotics involved in the crime. 
 
Keywords: Death Penalty, Narcotics, National Criminal Code 
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“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan 

baginya jalan menuju surga”. 

(HR Muslim: 2699)  

 

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya 

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar dan Maha melihat”.  

(Q.S An- Nisa: 58)  

 

“Jika hukum diibaratkan kapal, etika adalah samuderanya. Jika samudera etikanya 

kering, kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan”. 

(Jimly Asshidiqie) 

 

“Caring and exploring until the fortune explode joys for me” 
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I.  PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah  

Narkotika sebagai musuh terbesar bagi bangsa Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 1 

(satu) UU No.35 tahun 2009 mengenai Narkotika, “Narkotika ialah zat atau obat 

yang terbuat dari tanaman dengan jenis sintesis juga semisintesis, yang bisa 

mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya tingkat kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangnya sampai hilangnya rasa sakit, serta juga mengakibatkan terjadinya 

ketergantungan yang diklasifikasikan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran.” Sedangkan Menurut H. Mardani Narkotika ialah “zat 

atau obat yang bersumber dari tumbuhan atau material botani baik yang sintesis 

ataupun semi sintesisnya yang mampu menurunkan juga meningkatkan kesadaran, 

hilangnya sensasi, meredakan atau menghapus sensasi nyeri serta menimbukkan 

kecanduan.” Pada jumlah kasus narkotika tingkat nasional pada tahun 2023 terdapat 

jumlah kasus narkotika yakni 2.464 dan pada tahun 2024 terdapat jumlah kasus 

narkotika sebesar 3.873 dengan peningkatan jumlah kasus yakni 57%.1  

Perkembangan hukum di Indonesia kini juga tidak tanggung-tanggung dalam 

menanggulangi permasalahan narkotika yang cukup menyita dan juga merusak 

generasi bangsa, salah satunya adalah pada bidang hukum pidana. Merujuk pada 

Edmund Merger, “Pidana adalah ketentuan  hukum yang mewajibkan konsekuensi 

hukum sesuai dengan ciri khusus dalam pidana sehingga menghasilkan akibat 

pidana.”2 Bentuk nestapa yang sering dikaitkan pada pelaku yang telah mencapai 

kelengkapai sesuai pada Pasal dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan 

 
1 Violita Nurbaliza.  Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan 
Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika 
Nasional Karawang). Unes Law Review Vol. 6, No. 4,Juni 2024. hlm 10527. 
2Tri Andrisman. Asas dan  Dasar Aturan Umum Hukum Pidana lndonesia Serta Perkembangannya 
Dalam Konsep KUHP 2013 (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.2013.Anggota 
IKAPi),hlm.7. 
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sehingga diancam serta dipandang sebagai bentuk kejahatan yang merugikan 

masyarakat, khususnya pada dampak yang timbul dari bentuk kejahatan khusus 

yang biasanya jauh lebih besar dan dirasakan pada setiap elemen masyarakat . 

Sumber hukum pidana sendiri ialah Kitab Undang-undang Pidana Wetboek van 

Starftrecht dan KUHAP. Sumber hukum pidana Indonesia ialah hasil dari 

penerapan hukum pidana Eropa Kontinental, namun penerapan KUHP kini sudah 

dianggap tidak relevan dalam kehidupan sehari hari. Adanya pembaharuan KUHP 

Wetboek van Starftrecht  atau KUHP WvS yang mulai tidak relevan pun akhirnya 

akan digantikan dengan UU No 1 Tahun 2023 KUHP yang segera diberlakukan 

pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat di 

dalamnya, salah satunya adalah pada bagian macam pidana bahwa, didalamnya 

terdapat pengaturan pidana mati yang lebih kompleks sering mengancam pada 

pelaku penyalahguna narkotika. Pada Pasal 67 KUHP Nasional yang berbunyi 

“Ketentuan Pasal 64 huruf c menetapkan pidana mati sebagai pidana khusus yang 

dirumuskan secara alternatif.” Belum lagi perubahan dalam KUHP Nasional juga 

tidak tanggung-tanggung dalam merekonstruksi ulang pengaturan mengenai 

Tindak Pidana Narkotika dengan menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya Pasal 

111 sampai dengan Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika  dan 

diatur ulang dalam Pasal 609 sampai dengan 612 KUHP Nasional yang hanya 

mengatur dalam lingkup kecil bentuk tindak pidana narkotika yang begitu 

kompleks meskipun perubahan ini disebut sebagai bentuk sumber hukum yang 

telah menyesuaikan bentuk serta keadaan yang ada di masyarakat Indonesia. 

Sanksi Pidana yang merupakan bentuk nyata dari pemerintah ataupun negara 

mengenai kepastian hukum, didalamnya yang tersusun atas suatu tanggapan para 

wakil rakyat serta anggota negara dalam usahanya untuk merubah serta 

menanggulangi adanya sebuah kejahatan yang didalamnya bersifat pemberian  

nestapa atau kesengsaraan untuk diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Juga 

diharapkan memberikan efek jera ketika terpidana menjalan sanksi tersebut  dalam 

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat dan juga wadah. Sanksi pidana telah 

sudah diprogram dalam Pasal 10 KUHP Pidana atau juga disebut sebagai Wetboek 

van Starftrecht atau KUHP WvS yang menentukan bahwa: 
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“Pidana terdiri atas: 

a. Pidana Pokok: 

1) Pidana Mati; 
2) Pidana Penjara; 
3) Pidana Kurungan; 
4) Pidana Denda; 
5) Pidana Tutupan ; 

b. Pidana Tambahan : 

1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
2) Perampasan barang-barang tertentu; 
3) Pengumuman putusan hakim;” 

Melihat dari Pasal 64 KUHP Nasional menentukan: 

“Pidana terdiri atas: 

a) Pidana Pokok; 
b) Pidana Tambahan; 
c) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentuka dalam 

undang-undang;” 

Pidana mati ialah hukuman yang diberikan oleh pengadilan atau bukan pengadilan 

sebagaimana hukuman yang diberikan merupakan yang paling berat dan ditujukan 

kepada seseorang terpidana mati karena perbuatan atau kesalahannya.3 Perbedaan 

yang sangat tampak pada KUHP Nasional adalah bentuk pasal yang menerangkan 

klasifikasi pidana, pidana mati dijadikan sebagai bentuk pidana yang baru atau 

bersifat alternatif dikarenakan memang penjatuhan pidana ini harus ditimbang 

terlebih dahulu akibat yang pengaruh yang akan ditimbulkan cukup besar. 

Sebelumnya memang PBB sebagai organisasi yang sangat memperhatikan hak 

asasi manusia dalam lingkup mendunia, menekan para anggota negaranya untuk 

menghilangkan ataupun menghapuskan bentuk pidana mati  dalam strukturan 

sanksi pidana. Penekanan tersebut dianggap cukup berhasil yaitu sebanyak 89 

negara menghilangkan pidana mati namun beberapa negara lainnya tetap 

memberlakukannya diantaranya yaitu,  Cina, Iran, Arab Saudi, Somalia, Amerika 

 
3 Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas. Hukuman Mati dalam Perspektif Pidana dan HAM. 
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 1 No. 4 Desember 2024. hlm.12. 
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Serikat, Irak, Yaman, Mesir, Bangladesh, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Thailand, 

Indonesia, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya sebagai sanksi atas 

kejahatan yang berat atau juga disebut sebagai kejahatan khusus seperti pidana 

korupsi dan pembunuhan massal juga narkotika4  

 

Terlepas dari hal itu penimbangan dalam bentuk penjatuhan pidana ini juga 

dipengaruhi oleh dampak kedepannya terhadap pandangan KUHP Nasional dalam 

bentuk penjatuhan pidana mati baik dari sisi korban dan pelaku maupun bagi sisi 

keluarga serta masyarakat secara keseluruhan maupun pandangan akan Hukum 

Asasi Manusia (HAM) yang sangat diperhatikan serta melekat dalam identitas 

KUHP Nasional. Belum lagi pandangan dalam bentuk pertentangan dalam 

pengeksekusian pidana mati yang menyita waktu, salah satunya dalam  kasus Sakak 

yang menunggu pengeksekusian namun tak dilaksanakan juga dan berakhir 

meninggal di dalam lapas. Nyatanya pengklasifikasian sanksi pidana pun, pidana 

mati hanya dapat dijatuhi kepada pidana yang bersifat khusus. Pidana khusus 

(bizjzondere strafrecht) berisikan tentang perbuatan  dengan : 5 

a. Golongan atau orang tertentu, Misalnya: Golongan militer yang diatur dalam 
KUHPM; 

b. Berkaitan dengan jenis-jenis dari perbuatan tertentu yaitu,       perbuatan korupsi, 
perbuatan pemakaian, dan pengedaran narkotika/psikotropika, perbuatan 
terorisme. 

Perbuatan pemakaian dan juga pengedaran narkotika dan juga psikotropika dapat 

dikatakan kejahatan yang dapat digolongkan sebagai bentuk Extraordinary Crime, 

atau juga disebut sebagai bentuk pidana khusus yang kini telah menyita perhatian 

pemerintah dikarenakan hampir semua kalangan masyarakat khususnya remaja 

banyak menggunakan narkotika sebagai bentuk obat-obatan terlarang tersebut 

tanpa tahu dampak dalam jangka Panjang maupun pendek dalam keberlangsungan 

hidup. Pandangan Winarno menyatakan, extraordinary crime bukan hanya 

berdampak buruk kepada masalah ekonomi tetapi juga berdampak kepada ekologi, 

 
4 Zefanya Christina, Gandes Candra. Perbandingan Pengaturan Eksekusi Pidana Mati di 
Indonesiadan Vietnam. Jurnal Hukum Reformasi Trisakti. Vol. 7. No.1. 2025. hlm.422. 
5 Tri Andrisman,” Asas dan  Dasar Aturan Umum Hukum Pidana lndonesia Serta Perkembangannya 
Dalam Konsep KUHP 2013 (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2013. Anggota 
IKAPi),hlm.14. 
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sosial dan budaya di suatu negara.6 Kasus narkotika ini di kategorikan sebagai 

Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa ini juga menjadi perhatian 

masyarakat dikarenakan bentuk dampak yang begitu besar akibat penggunaan 

narkotika yang tidak hanya dirasakan bagi pelakunya namun masyarakat sekitar 

sebagai korban yang tidak tahu menahu  serta juga bangsa Indonesia. Salah satu 

penyebab narkotika juga dikatakan sebagai  bentuk kejahatan luar biasa atau juga 

disebut sebagai Extraordinary Crime adalah, dikarenakan jenis narkotika yang 

semakin berkembang dalam pengedaran  juga disertai dengan bentuk-bentuk baru 

yang terkadang tidak terduga yang bisa saja dapat disalahartikan maupun 

disalahgunakan pada korban yang tidak tahu menahu ataupun tidak pernah 

terpikirkan mengenai kandungan yang ada didalamnya. Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU 

No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menyebutkan pembagian golongan 

narkotika yang ada di Indonesia: 

 “ Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan :  

1. Narkotika Golongan I;  
2. Narkotika Golongan II; dan  
3. Narkotika Golongan III. “ 

Penerapan pidana mati memang akan selalu dikaitkan dengan Extraordinary Crime  

berupa kejahatan luar biasa  yang juga seperti bentuk kejahatan Perbuatan 

pemakaian dan juga pengedaran narkotika dan psikotropika. Dampak yang 

diakibatkan pada setiap lapisan masyrakat menjadi salah satu faktor pendorong atau 

juga akar yang kuat dalam perbuatan tersebut diancam dengan pidana mati. 

Pertimbangan yang cukup kompleks juga dilihat dalam perumusan sanksi yang 

tepat bagi tindak pidana narkotika. Mahkamah Konstitusi menuturkan bahwa 

langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang diharapkan dapat melepas 

identitas penjajah belanda maupun kebiasaan penjajah yang ada sebelumnya di 

Indonesia, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya 

untuk melengkapi serta menghubungkan satu sama lain, maka perumusan 

peraturan, penerapan peraturan yang baru ini, serta pelaksanaan pidana mati dalam 

 
6  Winarno Budyatmojo. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longging (Antara Harapan dan 
Kenyataan). Yustisia, Vol. 86, Mei-Agustus .2013. hlm. 91-100.  
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sistem peradilan pidana Indonesia harus mengacu pada aspek-aspek fundamental 

secara seksama, yakni sebagai berikut:7 

1. Hukuman Mati kini tidak lagi menjadi sanksi utama, namun berperan sebagai 
sanksi khusus yang bersifat alternatif.  

2. Hukuman mati bisa diterapkan dengan masa percobaan sepanjang 10 (sepuluh)  
tahun yang jika terpidana menunjukan perilaku baik, hukuman dapat diubah 
menjadi hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun. 

3. Hukuman mati tidak dapat diberlakukan kepada anak-anak dibawah umur. 
4. Pelaksanaan hukuman mati pada perempuan yang sedang mengandung dan 

individu gangguan terhadap mental ditunda hingga perempuan tersebut 
melahirkan serta orang yang sakit mental tersebut pulih. 

Perubahan pandangan serta pengaturan pidana mati yang dibuat oleh Mahkamah 

Konstitusi menjadi dasar awal suatu naskah akademik UU No 1 Tahun 2023 

terbentuk. Sebelumnya, pandangan terkait pidana mati berjalan dengan hanya 

memperhatikan dalam aspek penegakan hukum tanpa memandang dalam sisi 

pelaku menjadi sebuah ide ataupun dasar yang lebih maju lagi. Bahwa, sebelumnya 

pidana mati yang dianggap sebagai bentuk pidana pokok yang dianggap sebagai 

bentuk sanksi pidana yang paling utama kemudian, padangan Mahkamah 

Konstitusi mengenai adanya masa percobaan ditetapkan dan diatur secara jelas dan 

benar adanya diatur dalam KUHP Nasional lebih tepatnya selama 10 (sepuluh) 

tahun sebagai alat juga waktu yang diharapkan agar terpidana dapat merubah 

perilaku yang juga akan merubah bentuk sanksi pidana mati yang sebelumnya 

dijatuhkan. Adanya masa percobaan ini kerap kali menimbulkan perdebatan dalam 

lingkup para aparat penegak hukum khusunya pada bentuk kejahatan yang sangat 

fatal bagi segala unsur kehidupan dalam bernegara khususnya Indonesia yaitu, 

perbuatan pemakaian dan juga pengedaran narkotika dan psikotropika. 

Bentuk contoh kasus perbuatan pemakaian dan juga pengedaran narkotika dan 

psikotropika yang dijatuhi pidana mati adalah, Terdakwa I Muhammad Yani Bin 

Syabudin dan Terdakwa II NURDIN Bin ISHAK pada hari minggu tanggal 12 

November 2023 sekira jam 06.00 WIB bertempat di Aceh Utara, diperintahkan 

 
7 Djernih Sitanggang. Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan 
Rasa KeadiIan menuju Pembaharuan Hukum Pidana.  Pusat Reka Cipta, Bandung, 20l8.hlm 10.  
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untuk mengantarkan narkotika berjenis shabu dari Aceh oleh Saksi Asnawi yang 

juga diperintahkan oleh seseorang yang berinisial Sdr. PP (Dalam Daftar Pencarian 

Orang/DPO)  dengan imbalan masing-masing sebanyak seratus juta rupiah, untuk 

diantarkan ke  Jakarta atau lebih tepatnya ke MOI (Mall Of Indonesia) yang akan 

diterima oleh saksi Khadafi yang juga diperintahkan oleh sdr. Aan (Dalam Daftar 

Pencarian Orang/DPO) sebagai pihak yang saling berhubungan satu sama lain, 

yang juga diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 60.954,64 gram yang 

kemudian disisihkan dengan cara diambil 1⁄2 sendok teh dari 58 (lima puluh 

delapan) bungkus merek teh cina berisikan kristal putih diduga narkotika jenis 

shabu yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II di berhentikan oleh anggota 

Ditresnarkoba Polda Lampung di Seaport Interdiction Bakauheni, oleh para saksi 

yaitu Eben Ezer Manurung, Nova Budi Santoso, dan Hendra Hr dan di lakukan 

pengecekan serta penggeledahan terhadap saksi ASNAWI Bin M. HUSIN, terbukti 

sah melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 

dan bersadar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Tjk, para 

terdakwa dijatuhi dengan Pidana Mati.  

Meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika sebagai obat-obatan yang 

dilanggar di Indonesia, yang juga  menjadi perhatian serius bagi seluruh lapisan 

masyarakat khusunya bangsa Indonesia yang lebih maju lagi , juga berdasar contoh 

kasus penerapan hukuman pidana mati terhadap kasus narkotika yang telah diputus 

sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Tjk  

bila dikaitkan dengan Pasal 67 KUHP Nasional sebagai terobosan baru yang 

mengatur tentang pidana mati atau sebagai pemidaanan secara alternatif sebagai 

ultimum remidium serta perubahan dalam pengaturan Tindak Pidana Narkotika 

dengan menyatakan tidak berlaku dan dicabutnya Pasal 111 sampai dengan Pasal 

126 UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan diatur ulang dalam Pasal 609 

sampai dengan 612 KUHP Nasional yang tidak mengatur secara menyeluruh 

bentuk dari tindak pidana narkotika yang ada sebelumnya dan seharusnya, juga 

memandang asas lex specialis derogat legi generalis. Merujuk pada latar belakang 

diatas, penulis tertarik guna menulis yang berjudul “Analisis Kebijakan Pidana 

Mati Terhadap Terpidana Narkotika dalam KUHP Nasional.” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  
 
1. Permasalahan 

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas pada 

studi ini yaitu:  

1. Bagaimanakah kebijakan pidana mati terhadap terpidana kasus narkotika 

berdasarkan KUHP Nasional ? 

2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap tindak pidana mati bagi terpidana 

kasus narkotika dalam perspektif KUHP Nasional?  

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup studi ini kedepannya akan menitikberatkan  pada dua aspek utama, 

yakni sisi akademik dan substansi. Dari perspektif akademik, hal ini terakit dengan 

hukum pidana yang mengatur mengenai kebijakan pemidanaan mati dalam tindak 

pidana narkotika berdasarkan KUHP Nasional. Secara substansi, berakitan dengan 

analisis yuridis terhadap tindak pidana mati berdasarkan KUHP Nasional. Serta 

melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa 

Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung serta, Dosen Bagian Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung pada tahun 2025 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasar pada  permasalahan yang akan dibahas, maka sasaran studi ini ialah: 

a. Guna mengetahui kebijakan pidana mati terhadap terpidana kasus narkotika 

berdasarkan KUHP Nasional; 

b. Guna mengetahui hasil Analisa yurdis terhadap tindak pidana mati bagi 

terpidana kasus narkotika dalam perspektif KUHP Nasional. 
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2. Manfaat Penelitian  

Berdasar pada sasaran yang telah disebutkan tersebut, maka diharapkan penulisan 

serta pembahasan penulisan hukum ini mampu menghadirkan kegunaan, baik 

secara teoritis juga praktis yaitu : 

1. Kegunaan Teoritis  

Diinginkan mampu memebrikan kontribusi signifikan dalam meperluas 

pemahaman akdemis mengenai tatanan sanksi pidana dalam hukum pidana 

Indonesia, khususnya terkait analisis pidana mati bagi terpidana narkotika dengan 

melihat perspektif KUHP Nasional. 

2. Kegunaan Praktis 

Diinginkan memberi manfaat dalam menyampaikan wawasan serta refleksi terkait 

studi mengenai prinsip hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di 

Indonesia berdasarkan dengan hukum yang diberlakukan satu yang akan datang 

yaitu KUHP Nasional. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  
 

1. Kerangka Teoritis 

 
Kerangka teoritis dalam pandangan Soerjono Soekanto ialah “gagasan yang 

menjadi representasi abstrak dari temuan intelektual atau kerangka konseprual yang 

pada dasarnya ditujukan untuk melakukan penentuan terhadap aspek-aspek sosial 

yang dipandang signifikan.”8 Beliau mengemukakan, bahwa esensi dari arti 

penegakan hukum, secara konsepsional pada aktivitas menyelaraskan  serta 

mengaitkan prinsip-prinsip yang terkandung pada suatu norma yang ada dan diakui, 

serta dengan perilaku sebagai rangkaian implementasi nilai pada tahap penuntasan, 

demi menciptkan, menjaga, serta memelihara ketentraman dan keseimbangan 

kehidupan.9  Teori yang digunakan dalam pembahasan ini ialah : 

 
8 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum .UI Press. Jakarta,1986. hlm.3. 
9 Ibid,hlm.126. 
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1. Teori Kebijakan Hukum Pidana  

Teori Kebijakan Hukum Pidana adalah teori yang mempelajari mengenai jenis jenis 

perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai tindak pidana serta bagaimana 

penjatuhan sanksi pidana sebagai bentuk tindakan yang dapat mengurangi 

kejahatan yang terdapat di masyarakat. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah 

“Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) dan ”politiek” (Belanda), 

sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat juga di sebut dengan istilah “Politik 

Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “penal policy”, “criminal 

law policy” atau “strafrechspolitiek.10 Teori ini dapat diberlakukan dalam cabang 

hukum pidana yaitu, hukum pidana materil, pidana formil serta pidana pelaksanaan. 

Kebijakan hukum pidana dijalankan dengan serangkauan tahapan realisasi/ 

penerapan/penerapan/implementasi hukum pidana yang mencakup : 11 

1. Kebijakan formulasi/legislatif;  

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif;dan 

3. Kebijakan eksekusi. 

2. Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan merupakan teori yang sangat berkembang di kehidupan asli 

masyarakat,teori ini terus mengikuti perkembangan dengan masyarakat yang ada di 

kehidupan asli.Terdapat beberapa teori pemidanaan yaitu teori absolut (retributif), 

teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), serta teori 

pemidanaan terpadu (pemberian kesempatan kembali dan langkah pencegahan). 

Sejumlah pakar telah Menyusun berbagai konsep terkait hukum pidana yang 

menjadi landasan yuridis serta sasaran dari pemberian sanksi (Strafrecht Theori), 

yakni:12 

 
10 Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP 
Baru, Jakarta. Kencana Prenadamedia Grub. 2008. hlm 26. 
11 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
PenangguIangan Kejahatan. Jakarta, Kencana Media Group.2007.hlm. 78 – 79.  
12 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm 26. 
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a. Teori absolut atau teori retribrutif  (De Vergeldings Theori)  

Teori absolut memuat bahwasannya  pemberian sanksi  ialah  suatu  memandang 

bahwa pemidanaan merupakan balasan atau sebuah bentuk efek jera yang diberikan 

atas perbuatan yang telah dilakukan. Teori ini memandang bahwa sebuah perbuatan 

yang bersifat kesalahan pasti menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

b. Teori relatif atau teori tujuan (De Relatif Theori) 

Teori relatif didalamnya melihat berdasarkan kepentingan rakyat terhadap suatu 

perbuatan pelanggaran. Berdasar pada kerangka ini, timbul sasaran pemidanaan 

sebagai sarana pencegahan, terutama pencegahan umum yang diarahkan kepada 

publik. Mengacu pada teori tersebut, sanksi yang diberikan bertujuan untuk 

mewujudkan maksud dan funsi pemidanaan, yakni perbaikan atas ketidakpuasan 

seluruh lapisan yang timbul akibat kejahtan. 

c. Teori Gabungan (De Verenigings Theori) 

Kerangka pemikiran ini mengandung kedua kerangka lain sebelumnya, yakni 

pandangan absolut dan padangan relative. Teori ini berdasar atas dengan balasan 

untuk memberi hukuman yang sesuai pada pelaku yang melakukan kejahatan agar 

tercapainya harmonisasi atas keadilan.  

d. Teori pembenaran pemidanaan terpadu (Integrated Theori of Criminal  

Punishment)  

Teori ini memandang bahwa penjatuhan pidana dapat dilihat dalam bentuk retribusi 

atas kejahatan yang dilakukan atas pencegahan dari kejahatan dan pencegahatan 

atas kejahatan yang bersifat khusus, tidak memberikan kesempatan bagi para 

pelaku untuk melakuakan kejahatan, dan perbaikan atas keadaan mental. 

 

Konsep Teori pemidanaan yang memandang bahwa penderitaan harus dilimpahkan 

kepada pelaku terhadap perbuatan jahatnya maka, penulis ingin mengkaji mengenai 

pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkotika. Penggunaan kedua 

teori yaitu, teori kebijakan hukum pidana yang memfokuskan pada perkembangan 

hukum yang terus hidup di masyarakat sanagt berhubungan denga teori pemidanaan 
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yang memikirkan bagaimana tujuan dari pidana tersebut dijatuhkan sehingga dapat 

berguna bagi kehidupan masyarakat dan pola pikir masyarakat mengenai kehajatan. 

Penggunaan kedua teori ini akan sangat membantu dalam penelitian yang dilakukan 

oleh penulis dalam mengkaji kebijakan pidana mati terhadap terpidana narkotika 

dalam lingkup KUHP Nasional. 

 

2.Konseptual  

Konseptual ialah suatu kerangka yang memvisualisasikan kaitan antara ide-ide 

khusus dari sekumpulan pengertian-pengertian yang terhubung dengan istilah yang 

hendak dikaji, baik dalam studi normatif ataupun empiris.13 

Istilah-Istilah yang dimaksud adalah : 

a. Analisis ialah kegiatan yang menggunakan cara berpikir dalam melakukan 

penjabaran guna mencapai hal secara keseluruhan menjadi komponen sehingga 

dapat mengenal tanda-tanda komponen, antar satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.14 

 

b. Kebijakan adalah arahan dan batasan secara keseluruhan yang menjadi penentu 

atas perbuatan  yang akan dilaksanakan serta ketentuan normatif bagi pelaku dan 

pelaksana kebijakan dalam membuat keputusan atas perencanaan dan disepakati 

bersama. 15 

 
c. Pidana mati merupakan tindakan ekstrem atau tegas, bertjuan guna menghapus 

individu yang sudah tidak dapat diampuni lagi, serta dengan diterapkannya 

hukuman mati, sebagai hasilnya sekaligus terhadpus pula tanggung jawab guna 

merawat mereka di lembaga pemasyarakatan yang memerlukan biaya yang 

sangat besar.16 

 
13 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press. 1984. hlm.124. 
14 Yuni Sepriani. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab 
Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus : Mahasiswa 
Universitas Abdurrab Pekanbaru. hlm l33. 
15 Noeng Muhadjir, IImu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. 
Yogyakarta : Raka Sarasin. 2000. hlm. l5. 
16 Ni Komang Ratih Kumala Dewi.  Keberadaan Pidana  Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). hlm.107-108. 
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d. Terpidana ialah orang yang sudah divonis bersalah dalam pengadilan dan akan 

menjalani hukuman dari perilaku yang telah ia lakukan.17 

 
e. Narkotika merupakan zat atau obat yang kegunaannya mempunyai hubungan 

dengan penyakit khusus sekaligus membahayakan apabila digunakan tanpa 

adanya tujuan yang jelas.18 

 
f. KUHP Nasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang pidana 

yang didalamnya berisikan aturan dalam pandangan materil dan juga formil. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan ilustrasi yang 

lebih jelas, komperhensif, dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan 

hukum yang akan disusun. Diharapkan pembaca dapat dengan mudah menelaah inti 

dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka 

skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan yaitu: 

I. PENDAHULUAN  

Penulisan yang akan memprakarsai Bab ini adalah seperti:  Latar Belakang, 

Permasalahan & Ruang Lingkup, Tujuan & Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori 

& Konseptual serta Sistematika dalam perancangan skripsi ini.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan telaah literatur mengenai beragam teori maupun studi 

terdahulu yang berkaitan pada penerapan sanksi pidana, hukuman mati, 

terpidana,narkotika dan juga pidana mati pada perspektif KUHP Nasional. 

 
17 Zahra, Adinda.Nurul. Fadilah.dkk. Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Perilaku. 
Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025.hlm.2 
18 Salintohe. Olivia. Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja Di Polres Parigi Moutong. 
Justitia, Jilid 17, Nomor 02, Desember 2023, Hal 114 – 127. hlm 114 
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III. METODE PENELITIAN 
 

Bab ini menjabarkan mengenai teknik-teknik atau tahapan-tahapan yang diterapkan 

dalam penyusunan tulisan ini, mencakup pendekatan permasalahan, asal-usul dan 

tipe informasi, pemilihan informan, mekanisme pengumpulan serta pengolahan 

informasi, serta metode evaluasi data. 

 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini adalah pembahasan terkait isu-isu yang muncul pada studi ini melalui data 

sekunder, informasi yang didapat dari wawancara dengan para informan, serta 

kajian literatur. Pada bab ini akan dijabarkan dan diberikan jawaban atas masalah 

yang berkaitan dengan tingkat kejelasan bagi terpidana kasus narkotika dalam 

penjatuhan pidana mati dalm perspektif atau pandangan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Nasional. 

 

V.PENUTUP  

Bab ini ialah bagian penutup yang memuat kesimpulan dari temuan penelitian juga 

saran yang akan berhubungan dengan isu-isu yang muncul dalam penyusunan 

skripsi.  

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

Permasalahan-permasalahan hukum yang kian bertambah setiap tahunnya memang 

terus menerus menjadi perhatian utama bagi masyarakat Indonesia maupun secara 

dunia. Permasalahan hukum yang sudah terjadi dari zaman dahulu, membuat para 

pemimpin negara membuat adanya peraturan yang baru sehingga dapat 

menghukum atau memberikan pedoman bagi masyarakat agar memberikan efek 

jera bagi masyarakat dengan mempertimbangkan perkembangan yang ada dengan 

maksud untuk menyesuaikan. Terbentuknya suatu peraturan pidana menjadi salah 

satu langkah awal dari semua tujuan yang ingin dicapai tersebut. Menurut KBBI 

Pidana diartikan dengan nestapa atau juga dapat lebih dimengerti dengan derita. 

Sedangkan merujuk pada Pompe, “Hukum Pidana ialah semua ketentuan hukum 

yang menetapkan perilaku mana yang wajib dekenai sanksi pidana serta jenis-jenis 

hukuma yang sesuai.” 19 Selanjutnya, H. L. A. Hart mengemukakan bahwasannya 

pidana wajib: 20 

1. Menimbulkan kesengsaraan ataupun akibat-akibat merugikan serta yidak 
menyenangkan; 

2. Diberlakukan terhadap individu yang secara nyata atau terbukti melakukan 
pelanggaran hukum; 

3. Diberlakukan sehubungan dengan tindakan kriminal yang bertentangan dengan 
aturan hukum; 

4. Dilaksanakan secara sadar oleh pihak lain yang bukan pelaku criminal; 
5. Diberlakukan dan dieksekusi oleh otoritas berwenang menurut regulasi atau 

mekanisme hukum yang berlaku sehungga dilanggar oleh perbuatan pidana. 

 
19 Takdir. Mengenal Hukum Pidana. Laskar Perubahan, hlm.2. 
20 Ibid, hlm.12. 
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Sedangkan ahli atau pakar hukum Simons memandang hukum pidana adalah:21 

 a.Keseluruhan larangan ataupun arahan yang jika diabaikan oleh warga negara 
akan dikenai, yakni suatu pidana apabila tidak dipatuhi ;  
b.Seluruh ketentuan hukum yang mengatur kriteria atau persyaratan bagi 
pelaksanaan hukuman pidana,serta;  
c.Seluruh peraturan yang memberi landasan guna penjatuhan serta pengaplikasian 
pidana. 

Berdasar atas penjelasan para ahli bahwasannya, Pidana ialah penderitaan yang 

tidak menyenangkan diberikan terhadap seseorang yang telah memenuhi kriteria 

tertentu dikarenakan melanggar hukum yang kemudian di hukum berdasarkan 

peraturan yang berlaku atau juga dapat diartikan sebagai bentuk dampak yang akan 

dijatuhi apabila seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan hukum pidana adalah 

kumpulan peraturan yang dibentuk oleh negara ataupun pemerintah dengan tujuan 

utama yaitu untuk mengatur mengenai bagaimana penderitaan yang akan 

dijatuhkan kepada seseorang dikarenakan melanggar hukum yang merugikan orang 

lain yang juga bergantung dengan peraturan yang ada.  

Hukum Pidana secara arti luas terbagi menjadi tiga macam yaitu Hukum Pidana 

Materil, Hukum Pidana Formil, dan Hukum Pelaksanaan Pidana. Hukum materil 

sendiri sering disebut dengan hukum subsansif merupakan perilaku-perilaku yang 

dilarang untuk dilaksanakan, yang dilarang serta diancam dengan sanksi pidana 

bagi siapapun yang menyalahi peraturan tersebut.22 Contoh dari hukum pidana 

materil adalah sumber utama hukum pidana yaitu KUHP WvS, dan KUHP Pidana 

Nasional, serta UU  yang mengatur lebih khusus seperti Undang-Undang No. 31 

Tahun 1999 yang mengatur Tindak Pidana Korupsi sedangkan, pemberantasan 

tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana narkotika 

yang diatur dalam  UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 11 Tahun 

2008 seperti yang diubah menjadi  UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE,  dan  UU 

No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta  UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak 

Pidana Pencucian Uang. Kemudian hukum pidana formil dapat diartikan sebagai 

langkah-langkah atau mekanisme untuk mengajukan tuntutan dihadapan lembaga 

 
21 Didik Endro PurwoIeksono. Hukum Pidana.Airlangga University Press. 2014.hlm.4 
22 Extrix Mangkepriyanto.Hukum Pidana dan Krimonologi. Guepedia,hlm.24. 
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peradilan untuk individu-individu yang diduga terlibat dalam perbuatan pidana.23 

Dimana dalam hukum pidana formil memberikan pedoman dalam proses peradilan 

sebagaimana semestinya dan seharusnya peradilan tersebut dilaksanakan oleh 

aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum 

maupun oleh petugas pemasyarakatan dengan memperhatikan kerjasama satu sama 

lain serta  pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.24 

Dan yang terakhir yaitu hukum pelaksanaan pidana yang didalamnya mengatur 

mengenai pelaksanaan atau pengeksekusian putusan hakim atas perbuatan yang 

sudah dilakukan. 

Penetapan putusan hakim dalam menangani suatu perkara pidana pasti akan 

diakhiri dengan suatu sanksi pidana. Sanksi pidana yang berfungsi untuk 

menimbulkan efek jera bagi terpidana. Pandangan Richard D. Schwartz dan Jerome 

H. Skonlick pada sanksi pidana diartikan guna :25 

a. Sebagai tindakan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent 
recidivism);  

b. Sebagai tindakan pencegahan orang dalam melakakukan yang apabila 
dilakukan diancam  terpidana (to deterother from the performance of similar 
acts);  

c. Sebagai bentuk penyediaan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas 
dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives).  

Pasal 28 UUD 1945 menjelaskan bahwa sanksi pidana dapat diartikan sebagai 

perampasan kemerdekaan hanya dapat dilakukan oleh negara. Sanksi pidana ini 

tentunya juga harus memenuhi hal dasar didalamnya terlebih dahulu yaitu, unsur 

pidana. Pidana sendiri berdiri dan baru hanya dapat  dijatuhkan dengan terdiri atas 

tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu tindakan yang memenuhi kriteria tertentu, 

subjek atau orang yang melakukan dan pidana yang diartikan sebagai sanksi serta 

orang yang menjalankan perbuatan yang dikenai ancaman pidana. Unsur yang 

pertama atau perbuatan yang menyempurnakan syarat tertentu, syarat tersebut 

adalah perbuatan jahat (verbrechen/crime) yang dilakukan subjek hukum baik 

 
23 Moeljatni. Asas-Asas Hukum Pidana,Gajah Mada Press. Yogyakarta.1982. hlm 1. 
24 Kadri Husin. Budi Rizki Husin.  Sistem Peradilan Pidana di lndonesia. PT. sinar Grafika. Jakarta. 
2016. hlm.7. 
25 Muladi.Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 
20. 
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orang atau korporasi dan unsur kedua yaitu pidana diartikan sebagai derita atau 

nestapa, sebagai penderitaan yang secara sadar dikenakan terhadap pelaku 

perbuatan yang memenuhi persyaratan khusus. Pidana ini meliputi sanksi pidana 

dan tindakan tata tertib. Kedua yaitu orang sebagai objek yang merupakan awal 

mulanya suatu kejahatan dapat berjalan yang juga kedepannya akan dijatuhi pidana 

dengan anggapan sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatan yang telah 

dilakukan.  Serta adalah pidana yang merupakan nestapa untuk pelaku atau juga 

subjek yang melakukan perbuatan tersebut, pidana ini memilki berbagai bentuk 

dengan pengancamannya yang berbeda-beda. 

Pasal 10 KUHP WvS juga mengatur pembagian sanksi pidana yang terdapat dua 

macam pidana :  

1. Pidana Pokok  
a. Pidana Mati;  
b. Pidana Penjara; 
c. Pidana Kurungan; 
d. Pidana Denda; 
e. Pidana Tutupan. 

2. Pidana Tambahan  
a. Pencabutan Hak-hak Tertentu; 
b. Perampasan Barang-barang Tertentu ; 
c. Pengumuman Putusan Hakim. 

Antara pidana pokok serta pidana tambahan memiliki perbedaan pada titik 

keterikatan. Pidana pokok terlepas dari pidana lain, artinya bisa dikenakan kepada 

terdakwa secara independent. Sedangkan hukuman tambahan hanya berupa 

pelengkap dari hukuman utama, sehingga tidak bisa dikenakan tanpa adanya pidana 

pokok atau bersifat mandiri. 26  

Akibat terus meningkatnya suatu kejahatan, pemerintahan Indonesia telah 

melakukan pembaharuan terhadap sumber hukum pidana dengan pengesahan UU 

No 1 Tahun 2023 atau juga sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Nasional. Latar belakang suatu perubahan sumber hukum pidana ini adalah 

dikarenakan adanya jenis-jenis kejahatan yang baru dan tidak diatur pada KUHP 

 
26 Yulies Tiena Masriani. Pengantar Hukum lndonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.  
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WvS. Penambahan jenis tindak pidana baru terjadiguna   mengakomodasi 

perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan 

baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam 

penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era saat ini.27 Perubahan yang 

paling menonjol dalam KUHP Nasional merupakan sanksi pidana. Pada Pasal 64 

KUHP Nasional diatur mengenai sanksi pidana atau macam pidana yang terdiri 

atas:  

1. “Pidana Pokok;  
2. Pidana Tambahan; serta  
3. Pidana bersifat Khusus mengatur Tindak Pidana Tertentu yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang.” 

Serta pada Pasal 67 disebutkan bahwa, “Pidana mati dikualifikasikan sebagai 

pidana khusus yang diancamkan secara alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 

64 huruf c.” 

Pembaruan dalam KUHP Nasional menjadi titik balik  yang serius sebagai penanda 

pergeseran warisan hukum pidana kolonial yang sangat erat dengan gaya hidup 

Eropa menuju sistem yang didasari akan asas humanis dan perkembangan global 

dunia, serta memperlihatkan identitas bangsa Indonesia yang lebih jelas yaitu 

Pancasila. Disertai dengan kontroversi yang sering muncul di kancah Internasional 

terkait pengelompokan pidana sebelumnya khususnya mengenai pidana mati 

bahwa, PBB sudah sering menekankan para negara untuk menghapuskan 

pengaturan pidana mati yang ada.  Namun perubahan pengaturan pidana mati juga 

menyisakan permasalahan mengenai penjatuhan pidana yang tepat, khususnya 

dalam lingkup extraordinary crime. Oleh karena itu, berdasar dalam pandangan ini, 

perkembangan mekanisme dalam penjatuhan pidana yang berat dan tegas bagi 

pelaku extraordinary crime harus tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 

proses hukumnya, HAM serta rasa jera yang diharapkan timbul dala diri masing-

masing sesuai dengan KUHP Nasional. 

 
27 Parningotan Malau. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. Jurnal 
Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5 Number 1 (2023),hlm 839. 
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B. Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Pemidanaan 

Hukum pidana ialah instrumen paling penting bagi negara dalam menjaga 

ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, penegakannya tidak bisa terlepas 

dari sebuah landasan pendukung yang kuat, yaitu Teori Kebijakan Hukum Pidana 

(Penal Policy) atau juga sering disebut dengan Politik Hukum Pidana berisikan 

penyesuaian hukum Indonesia dengan keadaan yang ada di masyarakat. Merujuk 

pada Marc Ancel bahwasannya  Penal Policy ialah kombinasi antara keilmuan dan 

karya yang memiliki sasaran guna menyusun peraturan hukum positf yang lebih 

efektif, tujuannya guna menghadirkan panduan bukan semata untuk merancang, 

namun pula pada penghasilan yang nantinya mengaplikasikan peraturan serta 

kepada pihak-pihak yang terkait.28 Juga Teori pemidanaan menjadi salah satu aspek 

utama dari tujuan dari pidana itu sendiri. 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana  

Teori Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) atau kebijakan kriminal (criminal 

policy)  juga dapat disebut sebagai politik hukum, ialah salah satu bentuk teori yang 

mengusahakan guna menerapkan peraturan yang bersikap relevan dengan keadaan 

ataupun situasi yang sedang terjadi di masyarakat. Dalam sistematisnya suatu 

aturan hukum yang ingin dilaksanakan di masyarakat harus memenuhi tahap-

tahapan dalam penyususnan perundang-undangan demi memenuhi kriteria dalam 

kehidupan aslinya yang juga diharapkan dapat tumbuh dalam masyarakat Indonesia 

yang sangat kompleks yaitu:29 

a. Tahap pertama atau tahap formulasi merupakan tahapan dimana badan yang 

berwenang atau dalam hal ini yaitu lembaga eksekutif dan legislatif 

memepertimbangkan perumusan yang akan ada di dalamnya.  

b. Tahap kedua atau tahap kebijakan aplikasi merupakan tahapan yang didalamnya 

lembaga menerapkan hukum pidana yang sudah di formulasikan sebelumnya. 

 
28 Wahyu Beny Mukti Setiyawan.dkk.Politik Hukum Pidana.. Sada Kurnia Pustaka dan Penulis. 
2024. hlm.2 
29 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 
Citra Adiitya Bakti, Bandung, 200.  hlm. 75 
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c. Tahap Ketiga atau tahap eksekutif merupakan tahapan dimana aparat pelaksana 

menerapkan ekesekusi dari pidana tersebut. 

Dari tahapan penyusunan tadi menimbulkan suatu kewenangan yang dihasilkan 

dari adanya pidana formil dan pidana materil. Dari kewenangan yang ditimbulkan 

suatu penegakan hukum dapat dianggap efektif apabila melalui beberapa tahap 

yakni:30 

1. Tahap formulasi, sebagai tahap penegakan hukum atau in abstracto dari lembaga 
pembentuk UU. Yang di tahapan ini juga para lembaga memilah nilai-nilai atau 
norma-norma yang masih bersifat sesuai dengan keadaan masyarakat yang kian 
berubah.  

2. Tahap Aplikasi atau juga disebut sebagai penerapan pidana, yaitu tahapan 
dimana para aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, hakim, serta 
lainnya menerapkan juga menegakan peraturan perundang-undangan pidana 
yang menjadi bentuk dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.  

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahapan pelaksaanaan dari perundang-undangan pidana 
oleh aparat penegak hukum yang telah dibuat oleh pihak pengadilan sehingga 
aparat lainnya juga harus berpedoman dengan semua keputusan yang ada.  

Berdasar dari tiga tahapan ada juga terdapat beberapa indikator untuk mengetahui 

efektivitas suatu undang-undang:31 

1. Jika undang-undang diberlakukan terhadap kasus-kasus yang sama (sebagai 
peraturan undang-undang).  

2. Jika penyelesaian terhadap perbuatan pidana diselesaikan dengan cepat terhadap 
undang-undang itu. 

3. Penyelesaian dari kasus serupa dengan undang-undang tersebut semakin 
berkurang. 

Konsep dari kebijakan hukum pidana ialah upaya penanggulangan kejahatan dengan 

membentuk peraturan perundang-undangan melalui tahapan formulasi, aplikasi, 

eksekusi dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. 

Dengan adanya kasus narkotika yang terpidana mati yang dijatuhi sebelum 

berlakunya KUHP Nasional maka teori kebijakan hukum pidana dapat melihat lebih 

jauh bagaimana pelaksanaannya. 

 
30 Muladi, Kapita. Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro 
Semarang, 2002, hlm. 13. 
31 Kadri Husin. Penelitian Terhadap Efektivitas Undang-Undang. Lampung, 1998. hlm. 2. 
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2. Teori Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan serta teori pemidanaan merupakan bentuk satu kesatuan yang 

tidak dapat dilepaskan.32 Bentuk dari konsep pemidanaan tidak akan jauh dari 

bagaimana penjatuhan suatu kesengsaraan bagi pelaku yang melakukan kejahatan 

dan merugikan para masyarakat yang ada. Begitu juga dengan teori pemidanaan 

yang memandang pemidanaan menjadi beberapa macam, antara lain : 

a. Teori absolut atau teori retribrutif  (De Vergeldings Theori)  

Teori absolut menganggap bahwasannya pemberian sanksi pidana atau 

kesengsaraan yang diberikan merupakan bentuk dari balasan atau salah satu bentuk 

guna menghasilkan konsekuensi yang membuat pelaku enggan menanggulangi 

perbuatannya. Teori ini memandang bahwa sebuah perbuatan yang bersifat 

kesalahan pasti menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karakteristik teori 

retributif, yakni :33 

1. Sasaran dari pidana hanyalah untuk melakukan balasan ; 

2. Balasan pidana ialah fokus utama, tanpa menyertakan alat untuk maksud lain 

seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

3.  Kesalahan menjadi prasyarat tunggal penerapan pidana; 

4.  Kesesuaian pidana dengan tingkat kesalahan pelanggar; 

5. Pidana menekankan pada penilaian atas tindakan yang telah dilakukan, 

berfungsi sebagai kecaman murni, bukan untuk tujuan rehabilitasi, pendidikan, 

atau reintegrasi sosial pelanggar. 

b. Teori relatif/tujuan (De Relatif Theori) 

Teori ini ditafsirkan berdasarkan keinginan dan pidana yang sesuai terhadap pelaku. 

Pada teori ini dipergunakan sebagai langkah preventif sebelum terjadinya sebuah 

kejahatan.  

 
32 La Ode Faiki.  Dasar-Dasar Hukum Pidana :Teori dan Praktik” Mata Kata Inspirasi: Bantul. 2023. 
hlm.13. 
33 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm 26. 
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Adapun karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :34 

1.  Sasaran dari sanksi pidana adalah untuk mencegah (prevention); 

2. Upaya preventif bukanlah tujuan final, melainkan media untuk meraih sasaran 

yang lebih luas yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat; 

3. Hanya tindak pelanggaran hukum yang bisa dibebankan kesalahannya kepada 

pelaku (disengaja (dolus) maupun kelalaian culpa) yang memenuhi kriteria 

dijatuhi sanksi pidana; 

4.  Penetapan sanksi pidana harus didasarkan pada fungsi utamanya sebagai 

instrumen preventif; 

5.  Pidana bersifat futuristik dan menekankan perspektif masa depan, meskipun 

bisa mencakup elemen kritik, namun unsur balas dendam tidak dibenarkan jika 

tidak berkontribusi pada pencegahan kriminalitas serta peningkatan 

kesejahteraan sosial. 

 

c.  Teori Gabungan (De Verenigings Theori) 

Teori ini ialah campuran dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan) 

yang mendasarkan dengan dasar pembalasan menyesuaikan keinginan dan juga 

kepercayaan yang berlaku di masyarakat. 

Teori gabungan akan diklasifikasikan menjadi dua golongan besar, yakni: 35 

1. Pendekatan teori kombinasi menekankan retribusi, namun tindakan balas 

dendam tersebut tidak seharusnya lebih dari ambang yang esensial dan memadai 

agar keteraturan sosial dapat dijaga; 

2. Pendekatan gabungan yang menekankan pemeliharaan ketertiban sosial, namun 

rasa derita akibat pemberian sanksi pidana tidak seharusnya lebih dari tingkat 

kesalahan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. 

 

 
34 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di lndonesia, Bandung : PT. Rafika 
Aditama, 2009. hlm 26.  
35 Leden Marpaung,Op.cit..hlm107. 
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Hubungan antara teori kebijakan hukum pidana dan teori pemidanaan sangatlah 

erat, bahkan saling melengkapi. Teori kebijakan hukum pidana yang dipandang 

sebagai landasan filosofis dan konseptual dalam suatu perumusan suatu undang- 

undang pidana yang juga sering disebut sebagai politik hukum pidana. Sementara 

itu, teori pemidanaan merupakan yang merupakan pengimpelementasian atas 

pengaturan yang ada menjadi panduan mengenai bagaimana hukuman yang 

seharusnya dijatuhkan. Teori ini mencakup definisi tujuan, dan mekanisme 

pelaksanaan sanksi pidana, yang pada akhirnya menentukan bagaimana hukum 

pidana yang telah dibentuk akan dijalankan di lapangan. 

  

Pandangan akan kedua teori ini yaitu, teori kebijakan hukum pidana dan juga teori 

pemidanaan menjadi dasar awal mengenai perubahan pengaturan pidana mati 

dalam KUHP WvS juga dalam KUHP Nasional yang lebih memperhatikan hukum 

yang berkembang dalam masyarakat serta mekanisme jalannya suatu pidana yang 

jauh lebih beradaptasi dengan masyarakat. Pandangan akan pidana mati yang 

merupakan bentuk nestapa pokok terkejam yang ada dalam pengaturan pidana 

Indonesia, menjadi bentuk nyata pertentangan yang terus menerus hidup dalam 

masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perubahan bentuk pengaturan pidana mati 

yang dirubah menjadi bentuk pidana yang alternatif adalah bentuk serta hasil nyata 

atas penyesuaian hukum Indonesia terhadap masyarakat. Namun perubahan 

tersebut juga tidak terlepas atas dasar perkembangan suatu masyarakat, susunan 

masyarakat dan pengaruh global. Perubahan ini juga berpengaruh atas dasar teori 

pemidanaan yang dimana teori ini memandang atau juga dapat disebut bahwa  lebih 

mengedepankan pandangan atas perbuatan yang sudah  ada, perubahan dalam 

KUHP Nasional mengenai mekanisme pidana mati yang dilaksanakannya 

mempunyai syarat serta ketentuan yang berbeda dari bentuk pemidanaan lainnya. 

Perbedaan tersebut nampak dalam penggunaan sanksi pidana mati sekarang akan 

selalu berkaitan dengan rasa efek jera yang diharapkan akan muncul dalam setiap 

diri terpidana dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan harapan agar 

terpidana mendapatkan penyadaran atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan 

sebelumnya tersebut yang dipandang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam 

kehidupan bermasyarakat khususnya bagi masyarakat Indonesia. 
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C. Analisis Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana WvS dan Nasional 

Sistem hukum pidana Indonesia yang melekat dengan identitas para penjajah, 

dengan ciri khas bentuk pengaturan tindak pidana yang menyesuaikan dengan gaya 

hidup mereka36 menjadi alasan awal terbentuknya KUHP Nasional yang 

memperhatikan pemikiran aliran neo-klasik  yang  menerapkan penjagaan terhadap 

keseimbangan antara aspek objektif dan aspek subjektif.37, sebuah cita dan juga 

lembaran baru bagi bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri diatas dari identitas 

penjajah yang terus menjadi bayangan dalam sistem hukum khusunya hukum 

pidana . 

1. Analisis Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana WvS 

Problematika  terus dihadapai aparat penegak hukum khusunya di Indonesia dalam 

beberapa dekade terakhir adalah menyeimbangkan relevansi KUHP WvS yang ada 

atau dikenal dengan Wetboek van Strafrecht sebagai peninggalan dari bentuk 

penjajahan belanda dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau 

kejahatan yang kian bertambah yang disertai dengan banyaknya bentuk dan motif 

yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sehingga, dengan timbulnya pertanyaan dari 

berbagai lapisan masyarakat mengenai penanganan dan juga penjatuhan putusan 

yang tepat terhadap kejahatan yang ada namun tak pernah diatur tersebut dalam 

sumber hukum itu. Juga hal ini menjadi titik balik pemerintahan Indonesia dalam 

membentuk sumber hukum pidana baru yang dikenal sebagai KUHP Nasional atau 

UU No 1 Tahun 2023.  

Tidak terlepas dari pembentukan sumber hukum pidana baru yang memang sudah 

dinantikan dan juga menjadi titik awal terang bagi hukum Indonesia, KUHP WvS 

yang mempunyai sejarah serta memori yang mendalam bagi bangsa Indonesia 

khususnya bagi para pejuang bangsa. Dalam masa kejayaan para kerajaan 

Nusantara sebelum masa penjajahan, tepatnya sebelum kedatangan Belanda yang 

 
36 Suhariyono, A. R.  Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. Jurnal Legislasi 
Indonesia, 6(4). 2018.  hlm. 615-666 
37 Gunarto,  M.  P.  Asas  Keseimbangan  Dalam Konsep    Rancangan    Undang-Undang    Kitab    
Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1). 
2012. hlm. 83-97 
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dimulai oleh Vasco da Gamma pada tahun 159638,  peraturan yang secara jelas 

mengikat bangsa Indonesia tidak secara jelas membentuk pengaturannya ataupun 

sumbernya, namun hanya bersifat hukum adat saja atau juga sering dikatakan 

sebagai hukum kebiasaan atas dasar pandangan para tokoh-tokoh yang dianggap 

penting dan mempunyai  kekusasaan, yang kemudian berlaku dan diterapkan. 

Namun sejak kedatangan VOC yang menguasai bangsa Indonesia keberlakuan 

hukum yang mereka bawa juga menjadi sumber hukum yang dianut bangsa 

Indonesia dan juga di berlakukan sebagai sumber sampai sekarang. Perubahan yang 

terjadi pada KUHP Wetboek van Strafrecht, menurut Pasal II Aturan Peralihan dari 

UUD RI Tahun 1945 dan tetap berlaku menurut UU No 1 Tahun 1946 dengan 

bercirikhas akan bangsa Indonesia.  

KUHP lama terdiri dari tiga buku: 39 

1. Buku I mengenai Ketentuan Umum yang mencakup definisi umum, asas-asas 
pidana, dan ketentuan mengenai subjek hukum pidana.  

2. Buku II mengenai Kejahatan yang mengatur berbagai jenis kejahatan dan 
ancaman pidana yang menyertainya 

3.  Buku III mengenai Pelanggaran yang mengatur jenis-jenis pelanggaran ringan 
dan sanksi yang dikenakan. 

Seiring berjalannya waktu, sumber hukum yang menjadi pilar tinggi bagi hukum 

pidanapun menjadi goyah dengan argumentasi-argumentasi di lapisan-lapisan 

Pemerintahan Indonesia ataupun para masyarakat, pertanyaan mengenai identitas 

ideologi Pancasila juga UUD Negara Republik Indonesia Tahun l945 yang 

seharusnya nampak dan terkandung di dalam sumber hukum pidana tersebut 

dipertanyakan. Sehingga dengan terbentuknya KUHP Nasional yang sangat 

memperhatikan landasan Pancasila sebagai bentuk nyata atas pemikiran ideologi 

bangsa Indonesia serta sudut pandang bagi pelaku maupun korban menjadi bentuk 

nyata dari cita yang diharapkan. Juga mengatur  dalam penambahan bentuk pidana 

yang diancam secara alternatif dan juga cukup mengubah keberadaan sanksi pidana 

mati sebagai kesatuan pidana tak terpisahkan. Mulanya pidana mati memang sudah 

 
38 Yana Sylvana dkk.History Of Criminal Law In Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 4 
.2021.hlm. 646. 
39 Hendrawan, Budi. Struktur dan Karakteristik KUHP. Pustaka Pelajar.2021. 
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menjadi bagian dalam KUHP WvS seperti di dalam pengaturannya pada Pasal l1   

KUHP WvS, ” Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh algojo di tempat gantungan 

melalui pemasangan tali jerat pada leher terpidana yang terhubung dengan tiang 

gantungan, selanjutnya papan pijakan dijatuhkan,” Pasal 104 KUHP WvS yang 

menjelaskan mengenai, ” Makar yang disertai dengan pembunuhan atau tindak 

pidana lain terhadap Presiden atau Wakil Presiden dijatuhi ancaman pidana berupa 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara selama 

dua puluh tahun,” Pasal 111 Ayat (2) KUHP WvS mengatur mengenai, “Kejahatan 

perang yang terjadi dari permusuhan diancam pidana mati,” Pasal 124 Ayat (3) 

KUHP WvS membahas bahwa, “pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 

sementara paling lama dua puluh tahun,”  Pasal 140 Ayat (3) KUHP WvS 

membahas, “Pidana mati akan dijatuhkan kepada makar yang membuat dengan 

rencana terlebih dahulu,” Pasal 340 KUHP WvS membahas bahwa, “Apabila 

seseorang menghilangkan nyawa orang dengan renacana terlebih dahulu makan 

akan dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara,” Pasal 365 Ayat (4) KUHP WvS 

membahas mengenai, “Pidana mati akan diberikan apabila pencurian dilakukan 

juga dengan kekerasan,” dan Pasal 444 KUHP WvS menjelasakan bahwa,”Pidana 

mati akan dijatuhkan dari kejahtan yang ada di kapal laut atau perairan.” 

Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP WvS memang dijelaskan secara terperinci 

dengan ketentuan yang berlandaskan atas kejahatan-kejahatan, yang juga sudah 

ditentukan dalam Pasal-Pasal secara sepsifik namun, apabila melihat pada setiap 

Pasalnya pidana mati yang diatur dalam KUHP WvS ini atau juga disebut sebagai 

KUHP Lama akan selalu menjadi bagan tidak terpisahkan atas bentuk ancaman 

pidana yang selalu sama atau hanya perputaran atas beberapa ancaman saja 

diantaranya, pidana penjara seumur hidup,  atau setidaknya mendapatkan pidana 

penjara rentang lama dua puluh tahun sebagai bentuk hukuman minimnun yang ada. 

Pengaturan pidana mati dalam KUHP WvS juga dapat dikatakan jauh lebih kejam 

dalam pelaksanaannya dan pengaturan dalam penjatuhannya juga dibahas secara 

terperinci bagi kejahatan- kejahatan tertentu yang lebih mengarah pada ancaman 

identitas negara serta mengganggu identitas negara yang sangat dilindungi dalam 

Undang-Undangnya. 
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2. Analisis Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Nasional  

Perubahan yang bermula aspek sosial, ekonomi, serta budaya menjadi tonggak awal 

bagi pemerintahan Indonesia dalam membuat sumber hukum pidana yang baru 

dengan landasan filosofis berdasar atas Pancasila dan UUD NRI 1945, landasan 

sosiologis dengan menyesuaikan keadaan di masyarakat dimana pada hal ini 

sumber hukum pidana sudah dianggap tidak relevan dengan fenomena-fenomena 

hukum yang ada dan juga landasan yuridis dengan bersumber atas undang-undang 

yang ada sebelumnya. Tekanan akan PBB setelah Indonesia meratifikasi ICRR dan 

juga UDHR yang berisikan tentang penjaminan hak asasi manusia tetapi masih 

menetapkan pidana mati sebagai pidana yang pokok tercantum dalam sumber 

hukum pidana sebelumnya menjadikan permasalahan dan juga dasar kuat 

perubahan pengaturan pidana mati.  

Pencatuman dan juga penjaminan yang dianggap hanya terlihat dalam tatanan 

hukum paling atas saja menjadi pertanyaan terbesar bagi negara lainnya yang sudah 

menghapuskan pidana mati. Jaminan akan hak asasi manusia akan ratifikasi 

Indonesia terhadap ICRR terlihat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 

mengenai HAM bagian menimbang huruf c menyatakan, “bahwasannya bangsa 

Indonesia sebagai masyarakat dunia memiliki keharusan guna menghormati hak-

hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 

Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa serta berbagai inti atas pengaturan 

internasional lainnya terhadap hak-hak asasi manusia.”  Kemudian bukti akan 

ratifikasi Indonesia terhadap UDHR terlihat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang 

HAM bagian menimbang huruf d menyatakan, “bahwasannya bangsa Indonesia 

yang termasuk anggota PBB memiliki tanggungan pada moral dan hukum guna 

menjunjung tinggi dan melakukan perintah Deklarasi Universal tentang HAM yang 

ditetapkan oleh PBB, juga berbagai aturan internasional lainnya berhubingan 

dengan hak asasi manusia yang disetujui oleh Indonesia.”  

Bukti nyata ratifikasi bangsa Indonesia akan penjaminan hak asasi manusia yang 

hanya terlihat dalam tatanan peraturan perundang-undangan menjadikan alasan 

dasar bagi bangsa Indonesia untuk mengubah dan menambahkan jaminan HAM 
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menjadi dasar pertimbangan akan perubahan KUHP Nasional yang lebih melihat 

banyak aspek. Belum lagi perubahan ini juga dijamin oleh para negara yang 

merubah dan juga menetapkan Undang-Undang yang lebih mengedepankan dalam 

aspek kehidupan masyarakat yang jauh lebih berkembang. Perubahan pengaturan 

yang terbaru ini dibuktikan salah satunya dalam bentuk struktural pembagian buku 

dalam KUHP Nasional. KUHP Nasional sendiri terbagi menjadi tiga buku dengan 

penambahan substansi yang lebih komprehensif : 40 

1. Buku I tentang Ketentuan Umum yang mencakup definisi, asas-asas umum, 

subjek hukum pidana, jenis pidana, dan ketentuan pemidanaan.  

2. Buku II tentang Tindak Pidana yang membahas tindak pidana secara lebih rinci 

mencakup kejahatan terhadap negara, kemanusiaan, dan kejahatan lainnya.  

3. Buku III tentang Tindak Pidana Ringan yang mengatur tentang pelanggaran- 

pelanggaran ringan dan sanksi yang dapat dikenakan.  

Perbedaan paling mendasar dalam KUHP WvS atau Wetboek van Strafrecht dan 

KUHP Nasional sebagai bentuk sumber yang baru adalah terdapat dalam 

pengaturan yang dimana KUHP WvS menekankan pada penyelesaian masalah 

hukum dengan penghukuman atau juga bersifat represif yang sangat bertentangan 

dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan pada KUHP Nasional lebih menekankan 

pada penyelesaian secara restiratif dan rehabilitatif yang mengharapkan perubahan 

yang akan timbul dalam diri terpidana. Atau juga KUHP Nasional lebih 

memperhatikan pandangan dari sisi Hak Asasi Manusia yang juga menekankan 

dalam pandangan atas perlindungan bagi korban dan juga pelaku sebagai aspek 

utama. Namun terdapat kesamaan dalam pengaturan pidana mati yang sangat 

terlihat diantara kedua  sumber hukum pidana baik yang lama ataupun yang baru 

adalah pidana mati diancam menjadi bentuk sanksi pidana yang sebisa mungkin 

dikesampingkan dalam pemutusannya, jadi sebisa mungkin pemberian sanksi 

pidana yang dijatuhi oleh para aparat penegak hukum akan selalu berhubungan 

dengan pidana penjara sebagai bentuk ancaman pidana yang sekarang dipandang 

menjadi bentuk pidana yang paling utama dalam susunan jenis pidana pokok.  

 
40 Sutanto, Heru. Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Grasindo. 2021. 
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Pidana Mati dijelaskan secara rinci pada  KUHP Nasional yaitu pada Pasal 98 

KUHP Naional. Pasal 99 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) KUHP Nasional, 

Pasal 100 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6)  KUHP Nasional, 

dan Pasal 101 KUHP Nasional, serta Pasal 102 KUHP Nasional.  

Awalnya penjelasan terhubung dengan Pidana Mati disebut dalam, Pasal 67 KUHP 

Nasional yang menjelaskan terlebih dahulu bahwa, “Pidana mati selalu diancam 

secara alternatif. Lalu pada Pasal 98 baru menerangkan hal seperti “Pidana Mati 

akan diancam secara alternatif sebagai upaya terakhir dari mencegah terjadinya 

tindak pidana,” Pasal 99 KUHP Nasional Ayat (1) menjelaskan  bahwa, 

“Pelaksanaan pidana mati akan dilakukan apabila ada permohonan grasi bagi 

terpidana ditolak presiden,” Ayat (2) bahwa, “Pidana mati tidak dijalankan di muka 

umum,“ Ayat (3) bahwa “ Pidana mati dijalankan dengan cara menembak terpidana 

hingga meninggal dunia oleh regu tembak atau melalui mekanisme lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang,” Ayat (4) menjelaskan bahwa, “ Eksekusi pidana 

terhadap perempuan yang sedang mengandung, perempuan dalam masa menyusui, 

atau individu yang mengalami gangguan kejiwaan ditangguhkan hingga perempuan 

tersebut melahirkan, selesai menyusui, atau individu yang bersangkutan dinyatakan 

sembuh” 

Pasal 100 KUHP Nasional Ayat (1)  menyebutkan bahwa, “Pidana mati dengan 

masa percobaan sepuluh tahun dijatuhkan hakim dengan mempertimbangkan 

penyesalan terdakwa atau perannya dalam tindak pidana,” Ayat (2) bahwa, “Pidana 

mati dengan masa percobaan wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan,” Ayat 

(3) bahwa “Perhitungan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai pada hari 

pertama setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” Ayat (4) bahwa, 

“Penunjukan sikap dan perbuatan baik oleh terpidana selama masa percobaan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar perubahan pidana mati 

menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah adanya 

pertimbangan MA,” Ayat (5) bahwa, “Pidana penjara seumur hidup dihitung sejak 

Keputusan Presiden ditetapkan,” dan Ayat (6) bahwa, “Ketiadaan perilaku terpuji 

dan tidak adanya prospek rehabilitasi selama masa percobaan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pidana mati atas perintah Jaksa 
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Agung,” kemudian  Pasal 101 KUHP Nasional menyatakan bahwa, “Pidana mati 

dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden 

apabila eksekusi tidak dilaksanakan dalam sepuluh tahun sejak penolakan grasi, 

sepanjang bukan akibat pelarian terpidana,” serta Pasal 102 KUHP Nasional 

menyatakan bahwa, “Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur lebih lanjut dalam 

undang-undang.”  

Berbeda dengan KUHP WvS, KUHP Nasional membawa perubahan dalam 

pengaturan pidana mati, terutama terkait dengan eksekusi dan bentuk masa 

percobaan. Inti dari pembaruan ini adalah adanya masa percobaan selama 10 tahun 

bagi terpidana hukuman mati yang merupakan terobosan baru. Keberadaan masa 

percobaan ini memberi kesempatan bagi terpidana guna merefleksikan perubahan 

perilaku, yang berpotensi mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur 

hidup dengan unsur yang memenuhi. Pemberian masa percobaan ini mencerminkan 

pergeseran pandangan hukum pidana di Indonesia sebelumnya, dari pendekatan 

yang murni penghukuman menjadi lebih restoratif dan humanis. Dalam KUHP 

WvS, pidana mati adalah vonis final tanpa adanya ruang untuk memperbaiki diri. 

Sebaliknya, KUHP Nasional membuka celah bagi pengampunan atau keringanan 

hukuman, yang menunjukkan pengakuan terhadap hak hidup dan kemungkinan 

perbaikan diri.  

Perubahan ini menunjukkan keinginan dalam KUHP Nasional dalan keinginannya  

untuk mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang dan berkeadilan serta 

keinginan akan menerapkan  prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi, 

yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum, 

dibanding pembalasan sebagai bentuk nyata dari aspirasi masyarakat. Serta bentuk 

nyata dari upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar hak asasi 

manusia global. Melalui mekanisme yang lebih lunak dan manusiawi, KUHP 

Nasional tidak hanya mereformasi substansi hukum, tetapi juga merombak cara 

pandang terhadap peran negara dalam menjatuhkan hukuman yang paling ekstrem. 

Sehingga perubahan pengaturan pidana mati yang berkaitan dengan masa tunggu 

selama 10 tahun menjadi bentuk nyata perubahan atas hukum pemerintahan 

Indonesia dalam menuruti Batasan atas hukuman bagi pelaku dalam lingkup global. 
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D. Definisi Tentang Pidana Mati dan Terpidana 

Sistem hukum di seluruh dunia mengandung pandangan bahwa dalam setiap 

pelanggaran akan diancam dengan konsekuensi pula. Pertimbangan atas 

konsekuensi atau juga disebut sebagai ancaman pidana yang terkandung dan diatur  

dalam pasal sebagai bentuk nyata atas pengaturan dalam setiap pelanggaran yang 

ada. Salah satu ancaman pidana yang masih berdiri dan terkandung adalah bentuk 

pidana Mati. Pidana Mati sendiri masih menjadi pertentangan pada masing-masing 

lapisan masyarakat Indonesia maupun dalam lingkup Internasional atas pandangan 

rasa kemanusiaan atas terpidana. 

a. Definisi Tentang Pidana Mati  

Pertumbuhan kejahatan yang terus meningkat dengan bentuk serta variasi yang 

didasari atas niat yang berbeda-beda cukup membuat perhatain publik akan 

kotnrovesialnya kejahatan tersbeut. Keanekaragaman kejahatan yang terus 

meningkat ini, menjadikan ketidak relevananya KUHP WvS sebagai bentuk sumber 

hukum dan juga langkah pertama untuk menjatuhkan hukuman dengan tujuan guna 

menimbulkan efek jera bagi pelaku, akibatnya sanksi pidana yang dapat diberikan 

juga hanya berkisar pada pidana kurungan, denda serta pidana lainnya. Sehingga, 

pembaharuan suatu sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP Nasional menjadi 

jawaban atas pertanyaan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana yang 

tepat terhadap perbuatan yang bercirikan baru, salah satu sanksi pidana yang mulai 

dapat diberlakukan adalah Pidana Mati. 

Pengaturan Pidana mati ini sering kali menimbulkan perdebatan khususnya pada 

kancah Internasional, penekanan organisasi dunia terhadap semua negara di dunia 

untuk menghapuskan pengaturan pidana mati dalam tatanan sanksi pidana menjadi 

permulaan akan keraguan bangsa Indonesia terhadap pengaturan pidana mati yang 

ada. Gencatan akan kesadaran para dunia akan pentingnya hak asasi manusia 

menjadi faktor paling dasar mengapa organisasi dunia khususnya PBB menekankan 

kepada seluruh dunia unruk menghapuskan sanksi Pidana Mati yang sangat 

bertentangan dengan visi misi dan juga jaminan organisasi dunia.  Hal ini berdasar 

atas aturan dalam Pasal 6 Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik 



 33 

(ICCPR), yang juga disetujui oleh Indonesia di tahun 2005 yang berisikan 

perlindungan hak hidup setiap individu.41 Mulanya pidana mati  memang sudah 

diatur pada Pasal 10  KUHP Wvs sebagai salah satu pidana pokok kemudian 

diterangkan kembali mengenai prosedur pengeksekusian  pada Pasal 11 KUHP 

WvS, “pada tempat eksekusi gantungan dengan prosedur pemasangan tali jerat 

pada leher terpidana yang terhubung ke tiang gantungan, diikuti dengan penjatuhan 

papan pijakan.” Dan lebih diatur dalam Pasal 104 KUHP WvS, Pasal 111 Ayat (2) 

KUHP WvS, Pasal 124 Ayat (3) KUHP WvS, Pasal 140 Ayat (3) KUHP WvS, 

Pasal 340 KUHP WvS, Pasal 365 Ayat (4) KUHP WvS, dan Pasal 444 KUHP WvS. 

Namun, eksistensi pidana mati dalam KUHP Wvs masih samar-samar karena sering 

menjadi perdebatan ditengah masyarakat. Hukuman mati yang digambarkan 

sebagai penyiksaan ekstrem atau penderitaan yang mendalam yang diberikan 

kepada individu akibar konflik dengan hak hidup manusia, dimana eksekusi 

hukuman tertinggi sangat terakit dengan hukum pidana dan proses pemidanaan. 

Dalam perspektif substansial, pidana mati diposisikan sebagai instrumen 

pemidanaan terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan tinggi.42  

Pidana mati  yang dipandang sangat kejam oleh masyarakat Indonesia ini tidak 

memutuskan kemungkinan bahwa hakim sebagai pemutus pidana dalam muka 

persidangan lebih sering menjatuhkan sanksi pidana ini pada kejahatan atau pidana 

khusus atau extraordinary crime karena dianggap sebagai bentuk sanksi yang 

paling sesuai atau juga sanksi pidana yang paling setara dengan kejahatan yang 

dilakukan. Pada fakta dan juga laporan amnesti Internasional dalam tahun 2015 

telah dibuktikan bahwa bangsa Indonesia berada dalam peringkat ke-9 dari negara 

lainnya dalam menjatuhkan terpidana dengan pidana mati.43 Menurut Profesor 

Fagan “ Efek jera yang ditimbulkan atas Pidana Mati memang sangatlah berlaku 

dan paling tepat untuk diberlakukan dalam lingkup Asia Tenggara dengan 

 
41 Zefanya Christina, Gandes Candra. Perbandingan Pengaturan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia 
dan Vietnam. hlm.422. 
42 Ni Komang Ratih Kumala Dewi.  Keberadaan Pidana Mati DaIam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP).  JurnaI Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha,hlm.107. 
43 Amnesty International, Death Penalty 2015: Facts and Figures, 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/death-penalty-2015- facts-and-figures. Diakses 
pada 18 Oktober 2025 
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membandingkan Indonesia dan Singapura”44 Dalam penarapannya pidana mati 

sering dikaitkan dengan kejahatan narkotika khususnya pada negara Singapura 

yang juga lebih sering mengeksekusi terpidana dibandingkan dengan Indonesia. 

Pidana mati yang erat kaitannya dengan narkotika dipandang sebagai bentuk sanksi 

terbaik untuk kejahatan yang sangat merugikan, yang juga efek akan penerapan 

pidana mati diharapkan untuk memberikan efek jera  pada peredaran narkoba, yang 

dapat mengakibatkan peningkatan harga grosir narkoba khusunya kokain dan 

heroin yang sangat lazim diperjualbelikan sampai sekarang. 

Pengaturan di dalam KUHP Nasional, sanksi pidana mati diterangkan secara jelas 

bahwa, pidana mati dalam formulasi yang terbaru ini dijadikan sebagai salah satu 

bentuk sanksi pidana dengan metode penyelesaian surogat. Menurut Bard Nawawi 

Arief, regulasi hukuman mati pada KUHP Nasional adalah langkah strategis dalam 

ajang penyesuaian eksekusi hukuman mati menjadi sanksi istimewa yang diberi 

alternatif, serta memindahkan hukuman mati dari kategori pidana utama ke kategori 

pidana khusus sehingga menjadikannya sebagai tindakan terakhir.45 Penjatuhan 

Pidana mati hanya bisa diberikan oleh Hakim dengan masa percobaan 10 (sepuluh) 

tahun seperti dalam Pasal 100 Ayat (1) KUHP Nasional menetapkan bahwasannya 

Hakim berwenang memberikan hukuman mati bersyarat dengan jangka percobaan 

10 (sepuluh) tahun apabila:  

a. Penyesalan terdakwa dan potensi perbaikan diri; atau  

b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.  

Hadirnya ketentuan masa percobaan 10 tahun ini, selaras pada teori pemidanaan, 

yaitu teori utilitarian yang memandang hukuman tidak semata-mata untuk pidana 

atau pemberian kesengsaraan terhadap pelaku, namun memilki sasaran yang lebih 

luas jauh atau juga dipandang agar dapat menjadi salah satu hukuman yang bisa 

bermanfaat bagi terpidana dalam hal personal yaitu diantaranya ialah mengubah 

 
44 Coman Lynch, “Indonesia’s Use of Capital Punishment for Drug-Trafficking Crimes: Legal 
Obligations, Extralegal Factors, and the Bali Nine Case”, Columbia Human Rights Law Review, 
Vol. 40, 2009, hlm.536-357. 
45 Roby Anugrah, Raja DesriI. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum 
Pidana Indonesia.  Jurnal Pembangunan Hukum lndonesia, Vol.3, No.l, Tahun 2021, hlm.90.  
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perilaku, guna mendapatkan keringanan atas pidana pidana yang ada atau yang 

berpotensi dikenakan. Pengaturan mengenai pidana mati diatur pada Pasal 98 

KUHP Nasional, Pasal 99 KUHP Nasional, Pasal 100 Ayat KUHP Nasional, dan 

Pasal 101 KUHP Nasional, serta Pasal 102 KUHP Nasional. 

Pengaturan masa percobaan pidana mati ini juga ternyata telah dipengaruhi dan juga 

terinspirasi oleh negara China yang menerapkan pidana mati menjadi salah satu 

cara melaksanakan sanksi pidana yang ada pada peraturan. Kebimbangan negara 

China akan sanksi pidana yang tepat dalam beberapa tindak pidana menjadikan 

keyakinan bagi mereka untuk menerapkan sanksi pidana mati serta masa percobaan 

didalamnya atau menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, juga 

menjadikannya sebagai langkah yang dianggap paling tepat demi keberlangsungan 

dan juga penerapan yang disesuaikan dengan tekanan organisasi dunia akan 

pengaturan pidana mati yang seharusnya dihapuskan. Pengaturan masa tunggu 

selama 10 (sepuluh) tahun yang diterapkan bangsa Indonesia ini terinspirasi dari 

pengaturan negara China, bedanya China menetapkan masa tunggu selama 2 (dua) 

tahun saja sebagai masa percobaan yang terbaik demi kelangsungan negara, hak 

asasi manusia yang sering disalah pahami akan penerapan dalam sistem 

pemerintahannya serta waktu yang paling tepat untuk melakukan instrospeksi bagi 

terpidana yang dijerat. Tindak Pidana yang diancam akan sanksi pidana mati pada 

China akan selalu berhubungan dengan kejahatan mengenai suap-menyuap, korupsi 

serta kejahatan yang berhubungan dengan narkotika. Ketiga kejahatan ini dianggap 

sebagai bentuk kejahatan yang paling serius khususnya kejahatan narkotika, China 

menganggap dampak yang begitu besar akan dapat dan terus timbul jika pidana 

mati tidak diterapkan dalam peraturan yang berlaku di China. 

Pengaruh para negara lainnya menjadikan perubahan terhadap penerapan pidana 

mati yang diadaptasi oleh bangsa Indonesia khusunya dalam KUHP Nasional. 

Terlepas dari itu perubahan pengaturan pidana mati yang diterapkan baru ini juga 

dimaksudkan untuk tidak menghilangkan bentuk dari pandangan atas tujuan utama 

terhadap sanksi pidana yaitu efek jera khususnya dalam mempertahankan pidana 

mati sebagai sanksi pidana yang paling sesuai atas beberapa kejahatan yang bersifat  

luar biasa khusunya, kejahatan narkotika yang mempunyai dampak negatif . 
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b. Definisi Terpidana  

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kompleksitas yang dimilki ketika 

pelaksanaannya, kerjasama antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya 

membuat jalannya peradilan harus saling berpegang teguh dalam UU Nomor 8 

Tahun 1981 atau KUHP Acara Pidana guna terjalannya peradilan yang 

berkesesuaian dengan hukum serta norma yang sudah diatur didalamnya Dengan 

demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) 

menempati posisi strategis.46 Proses peradilan atau sistem peradilan adalah 

pendekatan yang sistematik dalam melakukan manajemen serta administrasi 

peradilan yang berpegang teguh dengan unsur-unsur lembaga yaitu kepolisian, 

kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakan dan menjadikannya subsistem 

dalam memenuhi keterpaduan dalam rangka dan sistem subsistem masing-masing 

guna mencapai tujuan bersama.47 Dalam prosesnya individu yang diduga 

melakukan suatu tindak pidana disebut sebagai tersangka, dalam prosesnya 

selanjutnya tersangka akan diproses dalam laporan kepolisian atas dasar aduan 

ataupun keluhan baik dari masyarakat ataupun korban. Kemudian dari kepolisian 

tersangka akan berubah statusnya menjadi terdakwa saat laporan kepolisian sampai 

ke tangan kejaksaan dalam hal ini kejaksaan akan menyesuaikan isi dakwaan serta 

tuntutannya atas laporan kepolisian mengenai kronologi kejahatan yang dilakukan 

dan juga, bukti-bukti yang didapatkan sebagai dasar atas kejahatan yang dilakukan. 

Kemudian dalam jalannya peradilan dalam muka sidang apabila terdakwa tersebut 

dinyatakan berhasil dipidana dan dinyatakan bersalah menurut keputusan peradilan 

yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap akan dinyatakan sebagai terpidana.  

Terpidana yang dihukum dan dinyatakan terbukti sah melanggar ini dan kemudian 

di tahan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan pemidanaan guna 

memberikan kesadaran terpidana atau anak pidana agar menyesali tindakannya, 

sesaat sudah menjadi publik yang baik, mematuhi pada aturan serta juga hukum 

yang berlaku dengan berdasar atas nilai moral, sosial, dan keagaamaan agar 

 
46 Budi Rizki Husin. Studi Lembaga Penegak Hukum. Heros FC. Bandar Lampung. 2020. hlm. 4 
47 Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. (1986). Buletin Informasi, No 1 Tahun VI, hlm. 12.  
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mencapai kehidupan yang aman, tertib dan damai.48 Seperti penjatuhan pidana mati 

bagi terpidana kasus narkotika yang diharapkan agar terpidana menyesali 

perbuatannya yang juga harus berdasar atas asas moral, sosial, dan keagamaan 

dalam Putusan No.231/Pid.Sus/PN.Tjk, Terdakwa I Muhammad Yani Bin 

Syabudin dan Terdakwa II Nurdin Bin Ishak  ditangkap dengan barang bukti 

narkotika golongan  I  berbentuk shabu sebanyak 58 (lima puluh delapan) 

bungkus merek teh cina disisihkan dengan cara diambil 1⁄2 sendok teh yang 

berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 

60.954,64 gram dan dinyatakan bersalah melanggar  Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 

132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Terbukti melawan 

hukum melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika sebagai 

perantara transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram, 

sehingga dijatuhi pidana mati.  

Permulaan dalam terjadinya kejahatan ini bahwa para terdakwa berhubungan 

dengan Saksi Asnawi pada  bulan November 2023 yang juga dihubungi oleh 

seseorang yang bernama sdr.PP (DPO) yang memerintahkan untuk mengantar 

shabu dari Aceh Utara  menuju Jakarta dengan berat yang tertera serta imbalan 

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogramnya total yang akan 

diterima sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah), saksi 

diperintahkan untuk mengambil mobil yang sudah berisikan narkotika berjenis 

shabu yang kemudian saksi Asnawi, menghubungi Terdakwa I Muhammad Yani 

Bin Syabudin serta Terrdakwa II Nurdin Bin Ishak untuk menemani dalam 

pengantarannya dengan imbalan masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). Namun dalam perjalanan menuju Seaport Interdiction Bakauheni, 

Kalianda, Lampung Selatan diberhentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda 

Lampung yaitu saksi Eben Ezer Manurung, saksi Nova Budi Santoso, saksi Hendra 

Hr beserta ditemukannya narkotika berjenis shabu.  Dalam keterangannya bahwa 

rencananya  di Jakarta para terdakwa serta saksi Asnawi  akan meninggalkan mobil 

bawaan mereka dan akan diambil oleh saksi Muhammad Khadafi Bin Mukhtar  

bersama dengan sdr Fakhrur Rozi (DPO) atas perintah sdr Aan (DPO) menuju 

 
48 Anggun Malinda. Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, 
terdakwa,Terpidana,Saksi,Korban. Penerbit Garudhawaca. Yogyakarta. 2016, hlm 26. 
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parkiran Mall Of Indonesia sebagai titik temu dan mengambil mobil yang telah 

ditinggalkan oleh para terdakwa dengan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) setelah pekerjaan dalam mengambil narkotika golongan I Aatau shabu 

tersbut selesai dan sudah ditangan pihak yang membeli.  

Sebelumnya memang bahwa Para Terdakwa serta Saksi Asnawi sudah berhasil 

mengantarkan narkotika berjenis shabu atas perintah sdr. PP dengan rincian yaitu: 

1. Pertama pada bulan Juli 2023 sebanyak 35 KG paket sabu; 

2. Kedua pada Agustus 2023 sebanyak 40 KG paket sabu; 

3. Ketiga pada September 2023 sebanyak 33 KG paket sabu; 

4. Keempat pada Oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu; 

5. Kelima pada Oktober 2023 sebanyak 21 KG paket sabu. 

Penjatuhan Pidana Mati yang memang sudah  didasarkan oleh aturan pasal yang ada 

bukanlah satu-satunya alasan Jaksa Penuntut Umum dan juga Hakim dalam 

menjatuhkan pidana mati namun, dikarenakan bentuk kejahatan ini adalah bentuk 

yang sangat kompleks dan melimbatkan banyak pihak dalam mengantarkan dan juga 

dengan bentuk narkotika golongan I atau Shabu sebagai barang yang ingin 

diantarkan . Belum lagi jumlah narkotika yang dibawa merupakan jumlah yang besar 

dan juga apabila hal ini berhasil dilakukan dapat merugikan banyak pihak. 

Terpidana pidana mati  dalam kasus ini juga tidak terlepas dengan hak-hak terpidana 

yang dimilikinya masing-masing yaitu pengajuan upaya hukum luar biasa seperti 

banding, peninjauan kembali serta grasi, juga hak yang memang benar para 

terdakwa ajukan berupa banding dan peninjauan kembali dalam lingkup Pengadilan 

Tinggi serta Mahkamah Agung dengan Putusan Penjara seumur hidup terhadap 

kedua tersangka tersebut. Lebih jelasnya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh 

terdakwa diatur pada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1964 

mengenai Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di 

Lingkungan Peradilan Umum dan Militer: 

a. Pasal 6 Ayat (1) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, terpidana 

berhak untuk diberitahukan perihal akan adanya pelaksanaan pidana tersebut 
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dalam kurun waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan 

pidana Mati; 

b. Pasal 6 Ayat (2) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, jika terpidana 

hendak  untuk menyatakan sesuatu, dengan demikian, informasi dimaksud 

diterima oleh Jaksa; 

c. Pasal 7 Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, Pelaksanaan pidana mati 

terhadap terpidana hamil ditunda sampai empat puluh hari setelah kelahiran 

anaknya; 

d. Pasal 8 Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, jika terpidana 

menginginkan oembelanya untuk hadir, maka pembelanya dapat menghadiri 

pelaksanaan pidana mati tersebut; 

e. Pasal 9 Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, pelaksanaan pidana mati 

dilakukan tidak di hadapan publik serta dengan tata cara yang minimal; 

f. Pasal 12 Ayat (1) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, terpidana 

melaksanakan pidana dengan sikap berdiri, duduk, atau berlutut; 

g. Pasal 15 Ayat (1) Pnps Nomor 2 Tahun 1964 menyatakan bahwa, apabila setelah 

selesai pelaksanaan penguburan tidak dilakukan oleh keluarga terpidana atau 

Penguburan diselenggarakan oleh negara sesuai dengan agama atau kepercayaan 

terpidana apabila tidak dilakukan oleh sahabat terpidana.  

Hak-hak yang melekat bagi terpidana pidana mati ini dipertimbangkan dengan 

pandangan bahwa terpidana tetap harus menerima penghormatan dan juga 

pemenuhan hak-hak selagi hidup ataupun saat mereka meninggal. Juga bahwa 

meskipun terpidana telah melakukan pidana yang sangat kejam terpidana 

diharapkan tetap dipenuhi hak-haknya. Seperti dalam pengaturannya bahwasannya 

terpidana dapat mengajukan permintaan untuk Jaksa ataupun pihak lembaga 

pemasyarakatan akan keinginan ataupun harapan yang kemudian akan disampaikan 

ataupun dilaksanakan bagi aparat yang bertanggung jawab. Adanya pengaturan 

dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun1964 Tentang Tata 

Cara pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Militer, juga mengandung tujuan agar terpidana mempunyai 

gambaran atau pandangan yang jelas dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhinya. 
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E. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika  

Peredaran serta pemakaian narkotika memang selalu menjadi kasus yang kian 

meningkat setiap tahunnya, kesulitan para aparat hukum dalam menurunkan kasus 

peredaran dan penggunaan narkotika ini disebabkan dengan masih kurangnya 

kesadaran masyarakat akan bahaya jangka panjang dari penggunaan narkotika. Era 

globalisasi juga menjadi akar terus tumbuhnya peredaran dan penyalahgunaan 

narkotika, kemajuan teknologi membuat banyaknya variasi yang diakali oleh 

oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk membentuk narkotika dalam bentuk 

yang lebih baru dan menarik. Peredarannya pun tidak dapat dipungkiri kian tak 

terkendali,salah satu contoh kasus penggunaan narkotika yang diakibatkan oleh 

variasi bentuk dan peredaran adalah dimana anak-anak yang masih duduk di 

bangku sekolah dasar di Surabaya tanpa kesadaran mengonsumsi permen berbentuk 

dot atau disebut dengan “permen dot” dengan serbuk merah dan tulisan “permen 

keras” diluarnya, yang mengandung narkotika dan dapat menimbulkan keluhan 

sakit kepala, batuk-batuk hingga sakit tenggorokan. Namun, sebuah peredaran 

narkotika dapat dicegah dengan adanya kolaborasi antar orang tua, guru serta 

instansi pendidikan guna membentuk suatu jati diri yang dapat menghasilkan 

bentuk penghindaran yang preventif.49 

Penyebaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,juga tidak taggung-

tanggung terjadi seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

231/Pid.Sus/2024/PN dimana terdakwa membagi sabu seberat bruto 60.954,64 

gram yang kemudian disisihkan dengan cara diambil 1⁄2 sendok teh dari lima puluh 

delapan bungkus merek teh cina berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu. 

Narkotika merupakan suatu barang yang berbahaya sekali dan bepengaruh pada 

perusakan susunan syaraf hingga merubah sebuah kepribadian seseorang menjadi 

semakin buruk.50 Menurut  Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  

yang juga sebagai sumber menyebutkan bahwa, “Narkotika ialah zat atau obat yang 

 
49Tamza Fristia, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica. Pencegahan dan Pemberantasan 
PenyaIahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Pengembangan Akademik dan 
Penguatan Pendidikan Karakter di SMA AL Kautsar Bandar Lampung. Jurnal Pengabdian Ilmu 
Komputer Universitas Lampung,Vol. 02, No. 01, April 2024, pp:01-13. hlm 3. 
50 Sumarlin Adam.  Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat. hlm.1. 
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terbuat dari tanaman dengan jenis sintesis juga semisintesis, yang bisa 

mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya tingkat kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangnya sampai hilangnya rasa sakit, dan juga menciptakan ketergantungan 

yang dikategorikan atass golongan–golongan sebagaimana terlampir.” Adapun 

penggolongannya dijelaskan pada Pasal 6 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009: 

“ Narkotika sebagaimana dimaksud di Pasal 5 diklasifikasikan:  

1. Narkotika Golongan I;  

2. Narkotika Golongan II; dan  

3. Narkotika Golongan III. “ 

Lampiran Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 narkotika dibagikan menjadi beberapa 

golongan, “Narkotika golongan I opium mentah, tanaman kokain, daun koka, 

kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja; narkotika 

golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina; narkotika golongan III: 

etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.” 

Sudut pandang lain juga memandang keberagaman narkotika juga  mempunyai 

dampak positif dan juga buruk. Pada awal sejarahnya, narkotika hanya digunakan 

sebgai kebutuhan medis di bidang kedokteran narkotika yang diperuntukan untuk 

menghilangkan rasa sakit atau rasa gelisah maupun hal-hal lainnya yang 

ditimbulkan dari prosedur medis seperti operasi ataupun lainnya, namun dengan 

perkembangan zaman narkotika banyak disalahgunakan. Sebab itu juga, 

penggolangan sebuah narkotika sangat menonjol yaitu contohnya pada golongan I 

Narkotika daya adiktifnya cenderung jauh lebih tinggi dibanding dengan golongan 

narkotika yang ada dibawahnya kemudian penggunaannya hanya untuk dasar 

pemahaman serta teknologi atas dasar untuk pengembangan dan juga harus 

mendapatkan izin sedangkan, golongan II daya adiktifnya memang tinggi namun 

jauh lebih rendah daripada golongan I dan bisa dimanfaatkan untuk pengobatan 

dengan tetap adanya pengawasan dari lembaga yang berwenang ,dan yang terakhir 

golongan III,  yang memiliki daya adiktifnya paling ringan dibanding dengan 

golongan sebelumnya dan juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Meskipun 

begitu tidak dapat dipungkiri, banyak sekali kasus penyalahgunaan narkotika dilatar 
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belakangi agar pengguna meresakan efek tegang atau rileks, yang hanya bersifat 

sementara dan akan digantikan oleh efek penggunaan dalam jangka lama yaitu 

timbulnya kecemasan berlebih mauapun gangguan kesehatan mental yang jika terus 

dibiarkan dapat menjadi masalah yang jauh lebih besar.  

Bentuk perubahan atas ancaman pidana mati yang kerap dikaitkan dengan bentuk 

tindak pidana narkotika khususnya dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika mengalami bentuk perubahan dalam sumber hukum pidana yang baru 

dan diatur dalam sumber yang lebih umum. Bahwa dalam KUHP Nasional 

mencabut dan menyatakan ketidakberlakuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 

UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengatur ulang bentuk Tindak 

Pidana Narkotika dalam Pasal Pasal 609-612 KUHP Nasional sebagai pengaturan 

yang jauh lebih relevan: 

Pasal 609 menyatakan bahwa,”(1) Setiap Orang yang tanpa hak mempunyai, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan:  

a. Ancaman pidana terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa pidana 

penjara selama 4 (empat) hingga 12 (dua belas) tahun serta pidana denda 

kategori IV sampai dengan kategori VI;  

b. Narkotika Golongan II dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) hingga 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda kategori IV sampai kategori VI; dan  

c. Terhadap Narkotika Golongan III dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) 

hingga 7 (tujuh) tahun disertai pidana denda kategori IV sampai kategori VI. 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dirnaksud pada Ayat (1) dijalankan pada:  

a. Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat di atas 5 (lima) 

gram diberlakukan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

selama 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda kategori V 

sampai kategori VI;  

b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dikenakan pidana 

penjara selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun serta pidana 

denda kategori V hingga kategori VI; dan  
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c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram diancam dengan 

Narkotika Golongan III dengan berat lebih dari 5 (lima) gram dikenai pidana 

penjara selama 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda kategori 

V sampai kategori VI “ 

Berlanjut pada Pasal 610 yang menyatakan bahwa, “(l) Setiap Orang yang tanpa 

hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:  

a. Terhadap Narkotika Golongan I diberlakukan pidana penjara selama 5 (lima) 

hingga 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kategori IV sampai kategori V;  

b. Narkotika Golongan II dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) sampai 12 

(dua belas) tahun serta pidana denda kategori IV hingga kategori V; dan  

c. Narkotika Golongan III dikenai pidana penjara selama 3 (tiga) sampai 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda kategori IV sampai kategori V.  

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap:  

a. Setiap orang yang terkait dengan Narkotika Golongan I, baik dalam bentuk 

tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang, 

maupun bukan tanaman dengan berat di atas 5 (lima) gram, dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 (lima) sampai 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda kategori V sampai kategori VI;  

b. Terhadap Narkotika Golongan II dengan berat lebih dari 5 (lima) gram 

dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 5 

(lima) sampai 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda kategori V hingga 

kategori VI; dan  

c. Narkotika Golongan III dengan berat di atas 5 (lima) gram dipidana dengan 

pidana penjara 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun dan pidana denda kategori 

V sampai kategori VI.” 

Pasal 611 menyatakan bahwa, “Ketentuan terkait klasifikasi dan kuantitas narkotika 

merujuk pada Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika.” Serta Pasal 612 

yang menjelaskan mengenai pemufaktan jahat  diatur kembali dalam Undang-

Undang Narkotika. 
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Perubahan pengaturan pada KUHP Nasional sendiri mengatur dalam konteks 

kurang merinci dan tidak mengatur segala tindak pidana narkotika yang 

sebelumnya diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian 

perubahan yang paling jelas diantara kedua sumber mengenai tindak pidana 

narkotika ini adalah perubahan jumlah denda yang diancam menjadi sebuah bentuk 

aspek dari kerugian yang seharusnya dibayarkan terpidana atas kerugian yang 

ditimbulkan akibat zat dan juga obat terlarang. Perubahan ini mempunyai 

menimbulkan permasalahan lainnya yaitu, bahwa terpidana khususnya dalam 

lingkup penyalagunaan narkotika jarang membayarkan pidana denda yang 

diancamnya. Bentuk denda yang diancam oleh UU No 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika memang menyesuaikan pada bentuk golongannya namun memang dalam 

keseluruhan, bahwa jumlah dendanya sangatlah tinggi dengan pertimbangan 

kerugian yang dirasakan bagi para masyarakat Indonesia. 

Belum juga dengan pandangan atas dampak yang dapat ditimbulkan apabila 

narkotika yang merupakan zat paling berbahaya tersebar luas ke kalangan remaja 

ataupun anak-anak yang merupakan penerus bangsa  secara luas sehingga, bentuk 

pidana denda ini akan selalu diancamkan dengan jumlah yang tinggi sebagai  

pertanggungjawaban yang dimiliki dan harus diemban oleh pelaku kejahatan. 

Sehingga, dengan perubahan jumlah pidana denda yang jauh lebih rendah, 

dipandang sebagai bentuk ancaman yang tidak termasuk dalam bentuk perubahan 

yang besar dalam KUHP Nasional. Pandangan akan pencabutan pasal juga menjadi 

bentuk permasalahan lainnya yang dipandang menggeser serta merubah struktur 

peraturan khusus yang seharusnya dibiarkan untuk berdiri sendiri sebagai bentuk 

aturan delik khusus dan harus tetap stabil dalam pengancamannya.  Bentuk 

pergeseran pengaturan delik khusus atau UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

yang mengatur secara keseluruhan dan terperinci akan pengancaman, dipandang 

sebagai pertentangan  asas hukum yang sangat melekat dengan keduanya atau 

sebagai asas lex specialis derogat legi generalis atau asas yang memandang bahwa 

pengaturan yang lebih spesifik atau UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

harus didahulukan dibandingkan dengan undang-undang yang jauh lebih umum 

atau KUHP Nasional sebagaimana dari itu pandangan tersebut Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009  harus dikedepankan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah pada studi ini menggunakan empiris normatif. Pendekatan 

empiris normatif dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan hukum yang dibentuk 

padankan dilaksanakan pada suatu saat atau ius constitum yang menjadi cita yang 

diharapkan oleh masyarakat agar dapat melihat kegunaan atau kepastian 

penggunaan hukum tersebut dalam isu-isu hukum tertentu serta melihat kegunaan 

hukum tersebut sudah dilaksanakan dengan sesuai. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hukum, baik dari segi peraturan 

maupun praktiknya di lapangan serta melihat keefektivitasan penggunaan hukum 

tersebut. 

B. Sumber dan Jenis Data  

 
Penelitian ini akan diterapkan sumber data primer dan data sekunder . Yang 

didapatkan secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer dan di sisi 

lainnya yang didapatkan dari kajian lietratur yang disebut data sekunder.51 

1. Data Primer 

Ialah data yang didapat secara langsung yang berasal dari sumber utama. Dimana 

pada data ini merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif). 

 
2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah informasi  yang di dapatkan oleh peneliti berdasar atas 

penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni 

 
51 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta. Raja Grafindo Persada. 201 l. hlm. 12. 
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melaksanakan telaah dokumen, buku-buku, literatur-literatur serta perundang-

undangan yang ada  dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-

konsep, gagasan-gagasan, ajaran doktrin dan asas-asas hukum yang relevan, serta 

ilmu pengetahuan hukum mengikat  yang tersusun atas bahan hukum yaitu: 

 

a. Bahan Hukum  Primer  

Bahan hukum dengan kekuatan menyatu secara legal pada ketentuan peraturan 

perundang-undangannya,diantaranya:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Straftrecht atau Undang-

Undang Nomor l Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana; 

3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 198l Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  

4) Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia; 

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 

6) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 

7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana; 

9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang – 

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 

10) Naskah Akademik RUU KUHP Nomor 1 Tahun 2023; 

11) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang -Undang Nomor 1 

Tahun 2023.  

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Sumber hukum sekunder bisa didefinisikan sebagai bentuk penjelasan lebih 

mendalam dari bahan hukum primer yang disertai oleh pikiran dan juga pendapat-
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pendapat ahli. Bahan hukum sekunder merujuk pada doktrin-doktrin yang 

tercantum dalam literatur hukum, artikel ilmiah, keputusan pengadilan, sumber 

daring, regulasi pemerintahan, serta peraturan menteri.52 Berikut bahan hukum 

sekunder diantaranya: 

1) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964  Tentang Tata-

Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan 

Peradilan Umum dan Militer; 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 Atas Pengujian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tanggal 30 Oktober 

2007; 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010; 
4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;  

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tentang 

Mengabulkan Atau Menolak Grasi Adalah Hak Prerogatif Presiden Republik 

Indonesia; 

6) Putusan Nomor 231/ Pid.Sus/2024/ PN. Tjk; 

7) Putusan Nomor 231/Pid.Sus/ 2024/ PT. Tjk; 

8) Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2025. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang menunjang adanya sumber hukum 

awal atau bahan hukum primer serta sekunder dengan pemahaman yang lebih 

mendalam. 

C.   Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang dapat merujuk terhadap individual atau suatu 

lembaga yang berwenang dalam memberikan informasi yang mendalam mengenai 

objek yang diteliti atau keterangan yang diminta karena telah menguasai topik 

tersebut. Informasi yang bersumber dari narasumber umumnya dihimpun melalui 



 48 

sesi wawancara dengan meminta pandangannya atau opini mereka terkait persoalan 

atau topik yang tengah berlangsung.52 

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Kara ng   : 1 orang 

2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung    : 2 orang 

3. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Unila    : 1 orang 

                       Jumlah : 4 orang  

 

Wawanacara akan dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, selanjutnya wawancara 

dengan Jaksa akan dilaksanakan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dan terakhir 

wawancara dengan akademisi hukum dosen bagian pidana akan dilaksanakan di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2025. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

 

a.  Studi Kepustakaan 

Prosedur pengumpulan data dilakukan pada studi ini menerapkan langkah studi 

kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah studi yang dijalankan dengan memperoleh 

data-data sekunder melalui literasi atas buku ataupun jurnal ilmiah, mempelajari 

serta mengumpulkan hal-hal yang berhubungan dari penelitian ini. 

b.  Studi Lapangan 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari reponden atau narasumber. 

Dalam memperoleh responden itu makan akan dilakukan metode wawancara. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, 

yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencarian dari bahan-bahan pustaka 

 
52 Pengertian Narasumber Menurut Para Ahli, https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian- 
narasumber-menurut-para-ahli-terlengkap/, diakses pada Rabu 3 April 2025.  
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(undang-undang literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

2. Prosedur pengolahan Data  

 
Pengolahan data dilakukan sebagai berikut:  

 
a. Seleksi data, adalah kegiatan memilah dengan melihat kelengkapan,kejelasan 

serta kebenarannya data yang sesuai dengan objek penelitian.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan untuk menempatkan data sesuai dengan 

kelompok dan jenisnya sehingga mendaptkan data yang lebih terstruktur dan 

mempermudah melihat kebenaran yang ada.  

c. Penyusunan data, adalah kegiatan merancang data yang saling berkaitan dalam 

lingkup yang sama sehingga menjadi bentuk yang terorganisir dan dapat 

berhubungan satu sama lain.  

 

E.   Analisis Data  

 

Analisis data pada studi ini dilaksanakan secara kualitatif, yakni melalui 

menjelaskan serta mendeskripsikan penjelasan dari kalimat-kalimat yang dirangkai 

sehingga mudah dipahami yang berlandakan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu mengambil 

simpulan terhadap pokok yang menjadi inti pikiran atas semua hasil penelitian yang 

ada kemudian dapat diajukan saran yang mendukung. 
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V. PENUTUP 

 
 
 
 

A. Simpulan  

Dari temuan studi serta pembahasan yang diuraikan, maka dapat disimpulkan yaitu:  

1. Kebijakan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Narkotika mengalami 

perubahan dalam bentuknya bahwa, pada KUHP WvS Pidana Mati adalah bentuk 

dari pidana pokok sedangkan dalam KUHP Nasional Pidana Mati menjadi bentuk 

pidana  alternatif dan juga memilki keterkaitan dengan masa percobaan selama 10 

(sepuluh) tahun apabila dicantumkan dalam putusan pengadilan, namun perubahan 

ini dapat disalahgunakan bagi para terdakwa juga para aparat penegak hukum 

karena memungkin terjadinya kegiatan transaksional guna menghilangkan bentuk 

sanksi pidana yang seharusnya didapatinya. Perubahan pengaturan juga terjadi 

dalam Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Nasional yang mencabut  Pasal lll 

sampai dengan Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian 

digantikan dengan Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 KUHP Nasional namun 

didalamnya bentuk inti delik tidak diatur secara merinci dibanding dalam UU No 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perubahan yang paling menonjol 

didalamnya hanyalah berupa pengaturan pidana denda yang jarang sekali 

dibayarkan oleh terpidana sehingga perubahan ini bukanlah bentuk perubahan yang 

merubah secara keseluruhan. 

2. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mati Bagi Terpidana Kasus Narkotika 

Dalam Perspektif KUHP Nasional memandang bahwa, perubahan mengenai bentuk 

pidana mati yang diancam dapat mengubah bentuk Putusan apabila para terdakwa 

ataupun penuntut umum melakukan upaya hukum yang menjadi hak para terdakwa. 

Seperti dalam Putusan No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, mengubah menjadi bentuk 

pidana seumur hidup atas upaya hukum yang dilakukan yaitu kasasi atas dasar 

perbaikan oleh para hakim Mahkamah Agung atas pertimbangan pernyataan 
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terdakwa bahwasannya mereka hanya dijebak oleh saksi Asnawi sebagai pihak 

yang membutuhkan para terdakwa untuk menjalankan tindak pidana narkotika juga 

dengan pernyataan lainnya bahwa terdakwa tidak tahu menahu akan bentuk barang 

yang diantarkan adalah narkotika golongan I yaitu shabu yang sangat berbahaya 

maupun diancam pidana secara kejam. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sajikan yaitu: 

1. Adanya perubahan pengkategorian pidana mati menjadi alternatif dalam KUHP 

Nasional, bukanlah perubahan yang signifikan sehingga diharapkan pidana mati 

tetaplah menjadi bentuk pertimbangan bagi aparat penegak hukum guna 

menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran 

narkotika dikarenakan guna menghindari kegiatan transaksional yang terjadi. Juga 

dengan adanya pencabutan Pasal-Pasal Tindak Pidana Narkotika di Undang-

Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diubah serta diatur kembali pada 

KUHP Nasional bukanlah langkah efektif yaitu adanya sepuluh tahun masa 

percobaan dalam bentuk tindak pidana yang sangat merugikan banyak pihak, 

sehingga diharapkan aturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional tidak 

diberlakukan sebagai bentuk nyata dari asas lex specialis derogat legi generalis 

juga disertai dengan penganalisaan kembali mengenai aturan tersebut sehingga, 

tidak disalahgunakan. 

2.  

2. Terbentuknya ancaman yang baru dengan keberlakuan yang baru, tidak seharusnya 

mengubah bentuk putusan yang sudah ada atau sudah diputus sebelumnya, 

khusunya pada Putusan No. 231/Pid.Sus/2024/PN.Tjk yang pada nyatanya 

penjatuhan tersebut diubah mengingat bentuk dan jumlah narkotika yang 

diantarkan. Namun perubahan tersebut dapat juga diubah apabila para terdakwa 

melakukan upaya hukum luar biasa sebagai bentuk pengaplikasian hak-hak yang 

dimiliki oleh terdakwa. 
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